BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR =7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang
berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat
berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo
memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan
kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi,
budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam
permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi
pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan
kesinambungan pembangunan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;




Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867),;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029

merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator
kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana
pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.
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Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

a. babl :pendahuluan;

b. bab Il :gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu
strategis Perangkat Daerah;

c. bab IIl : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;

d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja
penyelenggaraan bidang urusan; dan

e. bab V : penutup.

Pasal 5
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran | sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Dltetapkan di Purworejo

Diundangkan di Purworejo

pada tanggal

1‘1 oA ey oot

BERlTAﬁ@_@&H KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 27" NOMOR ‘7 SERI © NOMOR " -




LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 1? TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana  Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten
Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman
bagi Bapperida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
selama lima tahun ke depan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas
yang harus dicapai, sehingga menjadi landasan operasional dalam
mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah periode Tahun
2025-2030. Dengan adanya Renstra, Bapperida memiliki peta jalan
yang jelas dalam mengawal penyelenggaraan perencanaan
pembangunan, riset, dan inovasi daerah agar lebih terarah,
sistematis, dan terukur.

Penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
dilatarbelakangi oleh kondisi strategis pembangunan daerah yang
memerlukan penguatan peran perencanaan berbasis data, riset, dan
inovasi. Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan berupa
keterbatasan kapasitas fiskal, disparitas pembangunan antarwilayah,
serta dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan global
yang semakin kompleks. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat
dimanfaatkan, seperti meningkatnya kompetensi aparatur,
ketersediaan regulasi dan instrumen perencanaan pembangunan,
serta berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan
tersedianya data yang lebih akurat dan cepat. Kondisi inilah yang
mendasari perlunya arah kebijakan Bapperida yang lebih inovatif,
adaptif, serta mampu mengintegrasikan riset dan inovasi dalam setiap
proses perencanaan pembangunan daerah.

Renstra Bapperida berlandaskan pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi ini mengamanatkan bahwa
setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD]).
Dengan demikian, Renstra Bapperida tidak hanya menjadi dokumen
teknis administratif, tetapi juga dokumen kontraktual kinerja yang
mengikat Bapperida untuk berkontribusi nyata dalam pencapaian
visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029.

Nilai strategis Renstra Bapperida terletak pada fungsinya
sebagai instrumen utama dalam memastikan Kkonsistensi,
keterpaduan, dan kesinambungan pembangunan daerah. Renstra ini

t



1.2,

menjembatani arah kebijakan jangka panjang (RPJPD) dan menengah
(RPJMD) dengan rencana tahunan (Renja), sekaligus menyelaraskan
program Bapperida dengan Renstra kementerian/lembaga, Renstra
provinsi, serta prioritas pembangunan nasional. Lebih dari itu,
Renstra Bapperida juga menjadi instrumen akuntabilitas publik,
karena capaian yang ditetapkan di dalamnya akan dievaluasi melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Oleh karena itu, Renstra
Bapperida 2025-2029 memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai
panduan internal, tetapi juga sebagai fondasi bagi keberhasilan
pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan inovasi.

Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten
Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar
hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6633)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 29);

11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029.




17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 170)

20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-
133/2021);

21.Peraturan Daecrah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 3/2024);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024
Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah:
10-206/2024);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025
Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 6/2025);

24.Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
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Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten
Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida
Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi
pedoman strategis bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi selama lima
tahun ke depan. Renstra ini memberikan arah kebijakan yang jelas
bagi Bapperida dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang
berkualitas, berbasis data, riset, dan inovasi, sekaligus memastikan
adanya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang,
menengah, dan tahunan. Dengan adanya Renstra, Bapperida
memiliki kerangka acuan yang terukur dalam merumuskan program,
kegiatan, dan target kinerja, sehingga dapat mendukung pencapaian
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo sebagaimana
tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten
Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah
ke dalam arah kebijakan dan strategi Bapperida sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Bapperida setiap tahun agar selaras dengan target pembangunan
daerah.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
melalui pemanfaatan data, hasil riset, dan inovasi sebagai dasar
penyusunan kebijakan.

4, Menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara
Renstra Bapperida dengan dokumen perencanaan lain, baik di
tingkat daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD lainnya) maupun di
tingkat nasional dan provinsi.

5. Menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan sumber daya
aparatur, anggaran, dan kelembagaan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.

6. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Bapperida, yang
selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) dan mendukung pencapaian reformasi
birokrasi melalui peningkatan nilai SAKIP.

7. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang
adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu
menjawab dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat
secara berkelanjutan.




1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun
2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

BAB | PENDAHULUAN memuat

e Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4, Sistematika Penulisan

BAB I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memuat

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

2.1.5. Kelompok sasaran layanan

o e 8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB IlI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

memuat
3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3. Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN memuat

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan
Unggulan Daerah

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

BAB V PENUTUP memuat

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGEKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo adalah perangkat daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi di Daerah (yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional, Pemendagri Nomor 07 tahun 2023 Tentang
Pedoman, Pembentukkan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi
daerah, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan Peraturan
Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo).

Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024
Tanggal 29 november 2024 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo
menetapkan bahwa Bapperida Kabupaten Purworejo bertugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Bapperida Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah;

3. Pelaksanaan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

5. Pelaksanaan administrasi Badan bidang Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan



6.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Bapperida Kabupaten

Purworejo terdiri atas :

1.
2.

Kepala Bapperida;
Sekretariat;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah;

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan
kewilayahan;

Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
UPT: dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi
Bapperida Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

Kepala Badan

Kepala Bapperida bertugas memimpin dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida

Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Bapperida

Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara
terpadu;

¢. Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi
perencanaan dan keuangan;

d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

e. Pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja
sama, arsip, dan dokumentasi;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida
sesuai dengan tugas dan fungsi.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Seckretariat
Bapperida Kabupaten Purworejo dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian
yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis;

b. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

c. Melakukan pembinaan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; dan

d. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a. Menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
b. Menyelenggarakan administrasi umum;
c. Menyelenggarakan pengadaaan barang milik Daerah;
d

Menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;

o

Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;

L

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

g. Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan
hukum;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan
penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data
dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang perencanaan dan
pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan
informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah;



c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi
pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data
dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta
pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan  rencana
pembangunan Daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perencanaan dan pendanaan ,analisa data dan informasi,
sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Perckonomian, Sumber Daya Alam, Infrastuktur dan
Kewilayahan

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan
kewilayahan bertugas melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan
kewilayahan.

Fungsi Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur
dan kewilayahan sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang perekonomian,
sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan
kewilayahan,;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber
daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam,
infrastuktur dan kewilayahan;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan
kewilayahan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.



5. Bidang Ridet dan Inovasi Daerah

Bidang riset dan Inovasi Daerah bertugas melaksanakan
penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional melaksanakan kebijakan,
koordinasi, sinkronisasi, pengendalian Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi dan Inovasi di
Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta
melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan  Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi ;

c. Pelaksanaan  kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan
pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang
memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan
teknologi di Daerah sebagai landasan dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di
Daerah;

e. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang bidang Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
Invensi dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi
dan Inovasi di Daerah;

f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan  Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/
pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;

g. Penyelenggaraan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan
teknologi di Daerah;




h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi,

i. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan
dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan
teknologi di Daerah; dan

J- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis
Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama,
jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan. Bagan struktur organisasi
Bapperida Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur organisasi Bapperida Kab. Purworejo
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2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
a. Kondisi Kepegawaian

Kondisi kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Purworejo
menunjukkan bahwa sebanyak 30 orang pegawai yang tersebar di
lima bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Sumber Daya
Alam Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Riset dan
Inovasi Daerah. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat
dengan 10 orang, disusul bidang perencanaan sebanyak 7 orang,
sedangkan bidang lainnya masing-masing memiliki antara 4
sampai 5 orang pegawai. Jumlah ini menunjukkan proporsi yang
relatif proporsional dengan tugas dan fungsi setiap bidang,
meskipun secara umum jumlah pegawai dapat dikatakan terbatas.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebanyak 10 orang (33%)
pegawai berpendidikan S2, yang merupakan proporsi terbesar. Hal
ini menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat fungsional
maupun struktural memiliki kapasitas akademik memadai untuk
mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
daerah. Terdapat 9 orang (30%) lulusan S1. Pegawai dengan
kualifikasi ini umumnya menjadi tulang punggung pelaksanaan
teknis, analisis data, serta penyusunan dokumen perencanaan.
Dengan jumlah yang hampir seimbang dengan S2, terlihat bahwa
kompetensi akademik di Bapperida cukup kuat pada level
profesional. Jumlah pegawai D3 relatif lebih sedikit, yaitu 4 orang
(13%). Mereka umumnya mendukung pelaksanaan teknis
operasional, pengelolaan administrasi, dan tugas-tugas pendukung
lainnya. Walaupun jumlahnya kecil, peran mereka cukup penting
dalam menjaga kelancaran kegiatan harian. Sebanyak 7 orang
(23%) memiliki kualifikasi pendidikan SMA. Mereka biasanya
mendukung pekerjaan administratif, pelayanan umum, dan tugas-
tugas penunjang. Proporsinya cukup signifikan, menunjukkan
masih adanya ketergantungan pada tenaga administrasi non-
akademik tinggi dalam struktur kepegawaian.

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, dapat dilihat
bahwa pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo terdiri dari 13
orang laki-laki (43%) dan 17 orang perempuan (57%). Secara
distribusi per bidang, Sekretariat didominasi oleh pegawai laki-laki
dengan 7 orang, sedangkan bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia serta Bidang Sumber Daya Alam,
Infrastruktur, dan Kewilayahan lebih banyak diisi oleh pegawai
perempuan. Sementara itu, pada Bidang Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang (masing-masing
3 orang). Komposisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan
perempuan dalam perencanaan dan pembangunan daerah cukup
tinggi, bahkan cenderung lebih dominan dibandingkan laki-laki.
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Hal ini menjadi modal penting bagi Bapperida dalam mewujudkan
kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Komposisi pegawai menurut golongan, terlihat bahwa
mayoritas pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo berada pada
Golongan Il sebanyak 17 orang atau 57%. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang karier
menengah yang umumnya menduduki posisi fungsional maupun
pelaksana teknis dengan kompetensi profesional. Selanjutnya,
terdapat 8 orang (27%) pada Golongan IV, yang umumnya
merupakan pejabat dengan pengalaman kerja lebih panjang dan
berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis.
Sementara itu, Golongan II berjumlah 4 orang atau 13%, yang
sebagian besar mendukung pekerjaan teknis dan administrasi.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa struktur kepegawaian
Bapperida relatif solid, dengan dominasi pegawai pada level
menengah hingga tinggi, sehingga mendukung kapasitas organisasi
dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi,
serta riset pembangunan daerah.

Komposisi pegawai menurut eselon/jabatan, Bapperida
Kabupaten Purworejo memiliki struktur organisasi yang lengkap
mulai dari pimpinan hingga staf pendukung. Terdapat 1 orang
pejabat eselon II yang berperan sebagai pimpinan tertinggi,
didukung oleh 5 orang pejabat eselon Il yang memimpin masing-
masing bidang. Sementara itu, tidak terdapat pejabat eselon IV
dalam struktur saat ini. Dari sisi jabatan fungsional, terdapat 15
pegawai fungsional tertentu (JFT) yang menjadi ujung tombak
pelaksanaan teknis, terutama dalam penyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi
pembangunan daerah. Selain itu, terdapat 9 staf yang menjalankan
peran administratif dan operasional harian. Komposisi ini
menunjukkan bahwa struktur jabatan di Bapperida relatif
seimbang antara peran strategis, teknis, dan administratif,
sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi secara efektif.

Kondisi tersebut dapat kita lihat secara lebih rinci pada Tabel
2.1, yang menyajikan data mengenai komposisi pegawai Bapperida
Kabupaten Purworejo berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan,
dan jenis kelamin




Tabel 2.1. Kompuslll Pﬂg&w&l Bapperlda Kahupaten Purworejo

1 | Bekretariat 3 2 1 4 7 3 3 4 3 i] 3 o I 3 10
Perencanaan
Pengendalian
Dan Evaluasi
2 | Pelaksanaan 3 2 1 1 3 3 4 3 1 5 1 T
Rencana
Pembangunan
Daerah i) i
Pemerintahan,
3 | Pembangunan 1 3 | 1 4 4 | 1 3 1 5
|| Manusia . £
Sumber Daya
Alam
d 4
4 Py 2 2 o 4 3 1 3
Kewilayahan
Riset dan Inovasi
1 2 1 4
5 Plae 1 2 1 2 a3 1 2 1
Jumiah 10 T 13 17 4 17 - 1 5] a 15 9
e 33 |20 | 13 | 22 | 43 |57 | 13 |57 | 27 2 30
] % [ % | % | %] % | % |%|%]|%

b. Aset Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain
dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal
sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang
memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran Bapperida Kabupaten Purworejo. Data sarana dan
prasarana Bapperida Kabupaten Purworejo terinci pada tabel

dibawah ini .

Tabel 2.2. Data Inventaris Bapperida Kabupaten Purworejo

No|  NamaBarang | Banyak |  Kondisi Barang
1 | Phnidle Ceneeator Set g | Baik

2 | Stationary Water Pump 1 Baik

3 | Mobil 5 Baik

4 | Sepeda Motor 18 12 ;ﬂgfﬁ:ﬁ &
5 |GPS 1 Baik

6 | Scanner 4 i Baik

7 | Rak Penyimpanan 1 Baik

8 | Lemari Besi/Metal 29 Baik

9 | Lemari Kayu 12 Baik

10 | Rak Besi 10 Baik

11 | Rak Kayu 1 Baik

12 | Filling Kabinet Besi 15 Baik

13 | Peti Uang/Cash Box/Peti Box 1 Baik

14 | Kardex Kayu 1 Baik
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15
16 | Mesin Absensi 1 Rusak Berat
17 | Over Head Projector 1 Baik
18 | Tiang Lampu 1 Baik
19 | Splitter i Rusak Berat
20 | Kursi besi/metal 1 Baik
21 | Sice 7 6 Baik, 1 Rusak Berat
22 | Meja Rapat 17 Baik
23 | Meja % Biro 45 40 Baik, 5 rusak Berat
24 | Kursi Rapat Baik
25 | Kursi Tamu 4 Baik
26 | Kursi Putar 12 10 Baik, 2 Rusak Berat
27 | Kursi Lipat 55 Baik
28 | Meja Komputer 5 Baik
29 | Jam Elektronik 2 Baik
30 | AC 15 Baik
31 | Kompor Gas 1 Rusak Berat
32 | Tabung Gas 1 Baik
33 | Televisi 5 4 Baik, 1 Rusak Berat
34 | Tape Recorder 1 Baik
35 | Sound Sistem 3 Baik
36 | Tustel 2 Baik
37 | Lambang Garuda Pancasila 1 Baik
38 | Gambar presiden/wakil presiden 2 Baik
39 | Tangga Alumunium 1 Baik
40 | Mimbar/ podium 1 Baik
41 | Korden 1 Baik
42 | Buffet Kayu 1 Baik
43 | Facsimile 1 Baik
44 ﬂlfat Komunikasi Telephone 1 Baik
lainnya
45 | Wireless Amplifier 1 Baik
o | | & |
47 | Layar - 2 Baik "
48 | PC Unit 4 Baik
49 | Laptop 47 45 Baik, 2 Rusak Berat
50 | Notebook 1 1 Baik, 1 Rusak Berat
51 | Hard Disk 6 5 Baik, 1 Rusak Berat

&



No " Nama Barang Banyak Kondisi Barang
52 |[CPU 1 Baik o
53 | Printer 23 22 Baik, 1 Rusak Berat
54 | Smartphone 5 Baik
55 | Screen Projector 3 Baik
56 | Microphone Wireless 2 Baik
57 | CCTV 10 Baik
e

Berdasarkan Tabel 2.2 aset dan sarana prasarana yang
tersedia di lingkup kantor Bapperida Kabupaten Purworejo tergolong
cukup lengkap dan beragam, mencakup perlengkapan elektronik,
kendaraan operasional, perabot kantor, hingga peralatan pendukung
kegiatan perkantoran lainnya. Secara keseluruhan, kondisi barang
sebagian besar dalam keadaan baik. Namun, terdapat beberapa barang
yang mengalami kerusakan, seperti kursi putar (3 rusak berat), meja
Ya biro (5 rusak berat), white board (1 rusak berat), dan kursi
besi/metal (1 rusak berat). Meskipun demikian, mayoritas inventaris
masih dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung fungsi dan
tugas Bapperida. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset cukup
terjaga, namun tetap diperlukan perhatian lebih terhadap
pemeliharaan dan peremajaan barang-barang yang sudah mengalami
penurunan kondisi.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo pada
periode 2021-2024 menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun
masih terdapat fluktuasi pada beberapa aspek. Dari sisi Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), target Renstra tahun 2024 sebesar 83
dapat terlampaui dengan realisasi 85,21, atau mencapai 103% dari
target. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan
Bapperida, baik dalam bentuk dokumen perencanaan maupun
fasilitasi koordinasi, telah mampu meningkatkan kepuasan
pemangku kepentingan. Tren ini terus meningkat sejak 2022,
menegaskan adanya konsistensi perbaikan kualitas layanan
perencanaan pembangunan daerah.

Indikator Nilai SAKIP juga memperlihatkan perkembangan
positif meskipun belum sepenuhnya sesuai target. Pada tahun 2024,
nilai SAKIP terealisasi 65,58, sedikit di bawah target 67, atau sekitar
98% capaian. Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja
perangkat daerah semakin membaik, meskipun masih diperlukan
penguatan pada komponen perencanaan kinerja agar mampu
menembus target yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini
sekaligus mencerminkan bahwa integrasi antara perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan kinerja masih menjadi area yang harus
diperkuat dalam periode berikutnya.




Pada  indikator pemanfaatan  hasil penelitian dan
pengembangan  (litbang) dalam  penyusunan  perencanaan
pembangunan daerah, capaian menunjukkan tren yang cukup
menggembirakan. Target tahun 2022 sebesar 35,8% dapat terlampaui
dengan capaian 40% (112%), dan pada 2024 target 33,42% tercapai
dengan realisasi 44% (132%). Hal ini menunjukkan bahwa
rekomendasi berbasis riset semakin dimanfaatkan dalam proses
penyusunan kebijakan daerah, meskipun konsistensinya masih perlu
dijaga agar capaian tidak bersifat fluktuatif. Indikator ini penting
karena mencerminkan keberhasilan Bapperida dalam mendorong
kebijakan berbasis bukti. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada
Tabel 2.3 berikut ini.



Tabel 2.3 . Pcncapamn Kmeqa Bapperida Kabupaten Purwnre;n
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Pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dapat
dilihat melalui tiga indikator utama tujuan perangkat daerah, yaitu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP, dan tingkat
pemanfaatan hasil penelitian/pengembangan dalam perencanaan
pembangunan daerah. Secara umum, hasil yang dicapai
menunjukkan tren positif, meskipun terdapat dinamika capaian yang
bervariasi tiap tahunnya.

Pertama, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara
konsisten menunjukkan capaian yang baik. Target IKM pada tahun
2021 sebesar 82,33 berhasil dilampaui dengan realisasi 83 (rasio
capaian 101%). Tren capaian ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023
dengan nilai realisasi masing-masing 83, melebihi target tahunan
yang ditetapkan. Tahun 2024 bahkan mengalami lonjakan menjadi
85, jauh di atas target 83 dengan rasio capaian 103%. Hal ini
mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik Bapperida dinilai
semakin memuaskan oleh masyarakat dan menunjukkan perbaikan
yang konsisten.

Kedua, pada indikator Nilai SAKIP, target yang ditetapkan
cenderung meningkat dari 65 pada 2021 menjadi 68 pada 2024,
hingga 79 pada 2026. Realisasi menunjukkan capaian 64,47 pada
2022 dan 65,58 pada 2023, yang berarti masih sedikit di bawah
target, dengan rasio capaian masing-masing 99% dan 83%. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan, masih
dibutuhkan wupaya penguatan manajemen kinerja, integrasi
perencanaan dengan penganggaran, serta peningkatan kualitas
evaluasi agar target SAKIP dapat tercapai optimal.

Ketiga, indikator tingkat pemanfaatan hasil
penelitian/pengembangan  untuk  rekomendasi  perencanaan
pembangunan daerah memperlihatkan capaian yang cukup
menggembirakan. Target tahun 2021-2025 ditetapkan naik dari 22%
menjadi 35%, dengan realisasi capaian menunjukkan kinerja yang
sering melampaui target. Tahun 2021 target 22% tercapai dengan
realisasi sama, tahun 2022 realisasi bahkan mencapai 40% jauh di
atas target 25% (rasio capaian 160%). Pada 2023 capaian sebesar 28%
sesuai target, dan pada 2024 realisasi meningkat menjadi 39%, lebih
tinggi dari target 33% dengan rasio capaian 118%. Hal ini
memperlihatkan bahwa peran hasil riset dalam mendukung
perencanaan pembangunan daerah semakin nyata dan mendapat
perhatian serius.

Pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dari aspek
sasaran perangkat daerah diukur melalui tiga indikator utama, yaitu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, Indeks
Perencanaan Pembangunan, dan Peningkatan Jumlah Penelitian atau
Pengembangan yang Disampaikan kepada Masyarakat. Secara
keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan  hasil yang
menggembirakan dengan sebagian besar indikator mampu mencapai
bahkan melampaui target yang ditetapkan.



Pertama, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Perangkat Daerah mengalami capaian yang cukup baik. Target IKM
dari tahun 2021 hingga 2025 ditetapkan antara 82,33 sampai 83,20,
dengan target 2026 sebesar 83,50. Realisasi pada tahun 2022 dan
2023 menunjukkan nilai 83, melampaui target 82,5-82,8. Tahun
2024 capaian meningkat signifikan menjadi 85, lebih tinggi dari target
83 dengan rasio capaian 103%. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa pelayanan perangkat daerah yang difasilitasi Bapperida
semakin mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat.

Kedua, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan
menunjukkan capaian yang stabil sesuai target. Target indeks
meningkat secara bertahap dari 92% pada 2022 hingga 95% pada
2025. Realisasi capaian selama periode ini juga konsisten dengan
target, yang berarti kinerja perencanaan pembangunan telah berjalan
baik dan selaras dengan perencanaan yang telah dirumuskan dalam
Renstra. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi kualitas dokumen
perencanaan pembangunan daerah serta proses perencanaan yang
semakin terintegrasi.

Ketiga, indikator Peningkatan Jumlah Penelitian atau
Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat memperlihatkan
hasil yang positif. Target indikator ini meningkat dari 87% pada 2021
hingga 94,44% pada 2025. Realisasi capaian pada 2021 sebesar 87%
sesuai target, sementara tahun 2022 realisasi mencapai 91,10%
sedikit melebihi target 91%, dan pada 2023 meningkat lagi menjadi
92,85% melampaui target 92% dengan rasio capaian 107%. Tahun
2024 bahkan menunjukkan capaian penuh sebesar 100%,
menandakan bahwa penelitian dan pengembangan yang dihasilkan
benar-benar tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.4 menyajikan gambaran mengenai perkembangan
anggaran rencana perangkat daerah beserta realisasi dan rasio capaian
selama periode 2021-2026. Secara umum, anggaran yang dialokasikan
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan realisasi yang relatif
tinggi, ditunjukkan dengan rata-rata rasio anggaran terhadap realisasi
di atas 95%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu
melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan efektivitas serapan
anggaran yang baik.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran cukup besar setiap tahunnya,
dengan realisasi mencapai di atas 90% rata-rata. Sub-kegiatan seperti
administrasi keuangan perangkat daerah dan penyediaan barang/jasa
penunjang menunjukkan konsistensi serapan yang stabil, meskipun

terdapat variasi pada administrasi kepegawaian yang cenderung lebih
rendah di tahun-tahun awal.

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, alokasi anggaran terus meningkat dengan
realisasi yang juga relatif tinggi. Sub-kegiatan penyusunan
perencanaan, analisis data, serta pengendalian dan evaluasi
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menunjukkan tingkat serapan hampir sempurna dengan rasio 99-100%
pada sebagian besar tahun. Hal ini mencerminkan kualitas pengelolaan
perencanaan pembangunan yang semakin baik.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah, terlihat alokasi yang cukup signifikan dengan
realisasi yang konsisten tinggi. Misalnya, koordinasi perencanaan
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta ekonomi
menunjukkan rasio mendekati 100%, mengindikasikan efektivitas
koordinasi lintas bidang pembangunan daerah.

Sedangkan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
juga mendapatkan porsi anggaran yang cukup, dengan capaian realisasi
yang tinggi. Sub-kegiatan penelitian dan pengembangan bidang
pemerintahan, ekonomi, serta sosial dan budaya menunjukkan
kecenderungan peningkatan kinerja, dengan rasio realisasi umumnya di
atas 90%. Bahkan untuk pengembangan inovasi dan teknologi, tingkat
realisasi mencapai 100% pada hampir seluruh periode. Adapun target
dan capaian kinerja pelayanan sasaran program Bappeda dapat dilihat
pada tabel 2.4 dibawah ini.
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Evaluasi capaian pelakasanaan urusan Bapperida
Kabupaten Purworejo dalam periode 2020-2024 menunjukkan hasil
vang beragam, dengan beberapa indikator sudah mencapai
konsistensi tinggi, sementara lainnya masih menunjukkan fluktuasi
bahkan stagnasi. Pada indikator tujuan perangkat daerah, nilai SAKIP
sempat mencapai 74,1 pada tahun 2021, namun turun menjadi 65,1
pada 2022, bahkan tidak tercatat pada 2023, sebelum kembali naik
menjadi 67,5 di 2024. Tren ini menegaskan adanya persoalan
konsistensi kinerja dan akuntabilitas yang perlu diperkuat melalui
perbaikan sistem manajemen kinerja serta pengendalian internal.
Sebaliknya, komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP
memperlihatkan tren positif, naik perlahan dari 20,3 di 2020 menjadi
21,1 di 2024, meskipun lajunya tergolong lambat dan memerlukan
terobosan agar peningkatan lebih signifikan.

Dari sisi inovasi, capaian masih menunjukkan tantangan
besar. Kapabilitas inovasi tidak tercatat pada periode 2020-2023, dan
baru muncul pada 2024 dengan nilai 3,06. Hal ini menunjukkan
adanya wupaya awal membangun ekosistem inovasi, namun
kapasitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjadi
kekuatan daerah. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah berfluktuasi
dari 47,7 pada 2021, naik ke 56 pada 2022, turun ke 48,8 pada 2023,
dan kembali naik ke 61,7 pada 2024. Meski trennya positif secara
jangka menengah, fluktuasi tersebut menandakan bahwa upaya
penguatan inovasi belum sepenuhnya konsisten dan masih sangat
dipengaruhi faktor dukungan program tahunan.

Pada indikator sasaran perangkat daerah, capaian
menunjukkan pola yang hampir sama dengan indikator tujuan,
khususnya pada SAKIP dan perencanaan kinerja. Hal baru yang
muncul adalah indikator persentase rekomendasi kebijakan yang
ditindaklanjuti, yang mulai tercatat pada 2024 dengan capaian 39%.
Angka ini masih tergolong rendah, menandakan bahwa pemanfaatan
hasil riset dalam kebijakan belum optimal dan perlu diperkuat
mekanisme tindak lanjutnya. Hal ini juga sejalan dengan masih
terbatasnya capaian pada indikator berbasis riset lainnya, seperti
penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, pemanfaatan hak
kekayaan intelektual, maupun jumlah inovasi daerah, yang belum
tercatat capaian sama sekali sepanjang periode 2020-2024.

Sementara itu, pada indikator program, capaian relatif
konsisten dengan hasil optimal. Persentase pelaksanaan penunjang
urusan pemerintahan daerah tercatat 100% setiap tahun, begitu pula
kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan daerah maupun
dokumen sektoral perangkat daerah bidang pemerintahan,
pembangunan manusia, perekonomian, SDA, infrastruktur, dan
kewilayahan yang seluruhnya konsisten 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa peran dasar Bapperida dalam menghasilkan dokumen
perencanaan dan mendukung koordinasi pembangunan telah
berjalan dengan baik dan sesuai target. Namun demikian, lemahnya



capaian pada indikator riset, inovasi, dan pemanfaatan HKI menjadi
catatan penting bahwa transformasi menuju perencanaan berbasis
riset dan inovasi masih menghadapi hambatan serius yang perlu
ditangani dalam Renstra periode berikutnya.

Tabel 2.5. Evaluasi Capaian Pelakasanaan Urusan Bapperida
Kabupatcn Purwore;o Tahun 2020 2024

i : m s
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tahun 2024, Hal ini
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adanva perkembangan
yang konsisten dalam
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fasilitasi hak
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Pelaksanaan 100% pada 20020-

Penunjang Urusan 2024 menunjukkan

Pemerintahan Daerah dukungan operasional
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optimal.
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kebijakan.

9 | Persentase Kualitas 100 100 100 100 100 | Konsistensi capaian =
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2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A 1.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian, dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Purworejo
menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan
utama terletak pada aspek konsistensi kinerja, khususnya dalam
menjaga nilai SAKIP agar tidak mengalami fluktuasi. Penurunan
capaian setelah tahun 2021 menunjukkan bahwa tata kelola kinerja
perangkat daerah masih rentan terhadap perubahan dinamika
internal maupun eksternal, sehingga memerlukan perbaikan
berkelanjutan pada sistem manajemen kinerja. Tantangan lain
adalah lemahnya kapabilitas inovasi yang baru tercatat pada tahun
2024, menunjukkan keterlambatan dalam membangun ekosistem
inovasi daerah. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat
tindak lanjut rekomendasi kebijakan berbasis riset yang baru
mencapai 39% di 2024, serta belum terukurnya indikator
penyusunan kebijakan berbasis riset, pemanfaatan hak kekayaan
intelektual, dan jumlah inovasi daerah sepanjang 2020-2024.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat
peluang yvang cukup besar untuk mendorong penguatan pelayanan
perangkat daerah. Konsistensi capaian 100% pada indikator program
seperti pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan, serta kualitas
dan pemanfaatan dokumen perencanaan daerah maupun perangkat
daerah, menjadi bukti bahwa fondasi pelayanan Bapperida telah
kuat. Hal ini dapat dijadikan modal untuk meningkatkan peran
strategis Bapperida dalam mengintegrasikan riset dan inovasi ke
dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, tren positif pada
Indeks Inovasi Daerah yang meningkat dari 47,7 pada 2021 menjadi
61,7 pada 2024 menunjukkan adanya potensi penguatan kapasitas
inovasi yang dapat dioptimalkan dengan dukungan program vang
lebih terarah dan konsisten.

Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah lambatnya
peningkatan kualitas perencanaan kinerja, yang meskipun
menunjukkan tren naik dari 20,3 menjadi 21,1 selama lima tahun,
masih bergerak sangat perlahan. Hal ini menuntut adanya inovasi
dalam penyusunan dokumen perencanaan agar lebih responsif
terhadap isu-isu strategis, selaras dengan standar pelayanan
minimal (SPM), serta mendukung agenda pembangunan
berkelanjutan (SDGs). Sementara itu, peluang muncul dari
meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan akan pentingnya evidence-based policy, yang membuka
ruang lebih luas bagi Bapperida untuk mendorong riset dan inovasi
sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kelompok Sasaran Layanan

Bapperida Kabupaten Purworejo memberikan layanan yang
sasarannya meliputi berbagai kelompok strategis. Pertama,
pemerintah daerah internal, baik kepala daerah, perangkat daerah
lainnya, maupun unit kerja teknis, yang membutuhkan dokumen
perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kajian riset dan inovasi
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22.

2.2.1.

sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Pusat. Bapperida berperan sebagai penghubung dalam
menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan
kebijakan nasional maupun provinsi, melalui dokumen perencanaan
(RKPD, Renstra, Renja), pengendalian, serta pelaporan kinerja.

Ketiga, masyarakat umum, baik secara individu maupun
kelompok, yang memperoleh manfaat tidak langsung dari kualitas
perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi daerah.
Masyarakat menjadi penerima dampak dari kebijakan yang
dirancang berbasis bukti dan kebutuhan riil.

Keempat, mitra pembangunan dan dunia usaha seperti
perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, dan investor.
Kelompok ini merupakan sasaran layanan dalam konteks penguatan
ekosistem riset, inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Melalui
layanan Bapperida, diharapkan terjadi kolaborasi yang lebih erat
antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam
mendorong pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan identifikasi
permasalahan pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo, terdapat
sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam periode
perencanaan ke depan.

1. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Fluktuasi
nilai SAKIP menunjukkan bahwa tata kelola kinerja masih belum
stabil. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen kinerja,
termasuk perencanaan, pelaporan, dan evaluasi, harus menjadi
prioritas strategis untuk memastikan konsistensi akuntabilitas.

2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Meskipun capaian dokumen perencanaan konsisten 100%,
substansi perencanaan masih perlu diperkuat agar lebih
responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengentasan
kemiskinan, peningkatan daya  saing, pembangunan
berkelanjutan (SDGs), serta pencapaian standar pelayanan
minimal (SPM). Hal ini menjadi isu penting karena kualitas
perencanaan berpengaruh langsung terhadap efektivitas
pembangunan daerah.

3. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam kebijakan
pembangunan. Persentase rekomendasi kebijakan vyang
ditindaklanjuti masih rendah, sementara indikator lain seperti
penyusunan kebijakan berbasis hasil riset dan pemanfaatan HKI
belum berjalan. Isu ini mengharuskan adanya strategi
memperkuat riset terapan dan inovasi, serta memastikan
hasilnya benar-benar digunakan dalam perumusan kebijakan
publik.
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4. Pengembangan kapabilitas inovasi daerah. Nilai kapabilitas
inovasi yang baru mulai tercatat pada tahun 2024 dengan angka
3,06 menandakan bahwa ekosistem inovasi di daerah masih
lemah.
2.2.2. Isu strategis

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki sejumlah potensi
penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Potensi
tersebut antara lain kedudukan Bapperida sebagai koordinator utama
perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi; ketersediaan aparatur
perencana dan fungsional dengan kompetensi yang terus meningkat;
adanya regulasi perencanaan pembangunan yang selaras dengan
kebijakan nasional; serta berkembangnya sistem informasi
pembangunan daerah dan walidata sektoral. Selain itu, dukungan
jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia
usaha, dan komunitas inovasi juga menjadi modal strategis yang dapat
memperkuat peran Bapperida dalam pembangunan daerah.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus
diatasi agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Permasalahan utama meliputi belum sepenuhnya terintegrasinya data
sektoral sebagai basis perencanaan, kapabilitas riset dan inovasi yang
masih terbatas dengan tingkat hilirisasi rendah, serta akuntabilitas
kinerja perangkat daerah yang masih menghadapi tantangan dalam
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Di
samping itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga membatasi
dukungan terhadap riset dan inovasi, sementara koordinasi dan
sinkronisasi antarperangkat daerah maupun antara pemerintah daerah
dengan pemerintah provinsi/nasional belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang
diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maupun
dinamika lingkungan eksternal. Dari perspektif KLHS, tantangan utama
adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi. Sementara
itu, dari sisi lingkungan dinamis global, nasional, dan regional, terdapat
tuntutan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan,
transformasi tata kelola berbasis digital, serta adaptasi terhadap tata
kelola pemerintahan yang semakin dinamis.

Oleh karena itu, isu strategis Bapperida Kabupaten Purworejo
periode 2025-2029 diarahkan pada beberapa fokus utama, yaitu
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, riset,
dan analisis yang komprehensif, penguatan integrasi sistem informasi
pembangunan dan fungsi walidata sektoral, serta pengembangan
ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan. Selain itu, Bapperida
juga perlu mendorong hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset untuk
mendukung kebijakan dan pelayanan publik, meningkatkan
akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memperkuat kapasitas
SDM aparatur dalam penguasaan perencanaan, riset, inovasi, dan
teknologi informasi. Dengan mengelola potensi, permasalahan, serta isu
strategis tersebut secara tepat, Bapperida diharapkan mampu menjadi
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motor penggerak pembangunan daerah vang adaptif, inovatif, dan
berdaya saing. Dapat dilihat pada tabel 2.6. Isu strategis Perangkat

Daerah.

Tabel 2.6. Isu Stmtﬂgls Bappenda Kabupaten Purworejo
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BAB IlI
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam mendukung terwujudnya visi “Purworejo Berdaya
Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” serta
pelaksanaan Misi Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, Bapperida
memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi.

Tugas utama Bapperida adalah menyelenggarakan fungsi
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Hal
ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah
dan tahunan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sinkronisasi
perencanaan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Fungsi ini
memastikan setiap program pembangunan daerah tersusun secara
terukur, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan jangka
panjang Purworejo.

Selain itu, Bapperida menjalankan fungsi penguatan tata
kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Melalui pengelolaan
data sektoral, sistem informasi perencanaan, dan penyusunan
laporan kinerja, Bapperida berkontribusi dalam mewujudkan
birokrasi yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Peran ini
sejalan dengan semangat misi kepala daerah untuk membangun tata
kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital.

Di sisi lain, Bapperida memiliki fungsi strategis dalam
pengembangan riset dan inovasi daerah. Fungsi ini mencakup
fasilitasi penelitian, koordinasi kebijakan berbasis hasil riset,
perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual, hingga
pembinaan inovasi masyarakat dan perangkat daerah. Melalui peran
ini, Bapperida mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang mampu
meningkatkan daya saing Purworejo serta menghadirkan solusi kreatif
terhadap tantangan pembangunan.

Dengan demikian, tugas dan fungsi Bapperida tidak hanya
sebatas penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga mencakup
peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
responsif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, sekaligus
memperkuat inovasi daerah demi mendukung visi besar
pembangunan Purworejo Berseri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Kabupaten
Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam
mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.” Tujuan ini dirumuskan dengan
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mempertimbangkan peran strategis Bapperida sebagai motor
penggerak dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
sekaligus sebagai institusi yang bertugas mengembangkan riset dan
inovasi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Tujuan tersebut juga mencerminkan orientasi Bapperida
untuk tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan secara
formal, tetapi memastikan bahwa setiap rencana pembangunan
tersusun dengan kualitas yang tinggi, selaras dengan kebutuhan
masyarakat, serta konsisten dengan prioritas pembangunan provinsi
dan nasional. Lebih dari itu, tujuan ini menekankan pentingnya
penguatan inovasi daerah sebagal instrumen untuk menjawab
tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sekaligus
memastikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan
berdaya saing.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut, digunakan
tiga indikator utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yvang
menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Bapperida dalam
mengelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja. Kedua, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, yang
merefleksikan kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan,
baik dari aspek konsistensi dokumen maupun kesesuaian dengan
arah pembangunan daerah. Ketiga, Kapabilitas Inovasi, yang
menggambarkan sejauh mana Bapperida mampu mengembangkan
ekosistemn riset dan inovasi yang bermanfaat serta berkelanjutan
untuk mendukung pembangunan daerah.

Dengan demikian, tujuan Bapperida 2025-2029 menegaskan
peran kelembagaan ini dalam mendorong terwujudnya perencanaan
pembangunan yang berkualitas, inovatif, dan akuntabel, sehingga
mampu menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Purworejo
yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing di masa depan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, Bapperida
Kabupaten Purworejo merumuskan beberapa sasaran kinerja yang
lebih terukur dan spesifik. Sasaran ini menggambarkan hasil vang
ingin dicapai selama periode Renstra 2025-2029 dalam rangka
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat
riset dan inovasi, serta mendorong akuntabilitas kinerja perangkat
daerah.

Sasaran pertama adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja
perangkat daerah, yang diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan
secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian,
Bapperida tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang
berkualitas, tetapi juga menjamin tercapainya output dan outcome
pembangunan sesuai target yang ditetapkan.



Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Komponen
Perencanaan Kinerja. Sasaran ini menekankan pentingnya
penyusunan dokumen perencanaan yvang selaras antara RPJPD,
RPJMD, RKPD, dan Renja, serta Kkonsistensinya dengan
penganggaran. Peningkatan kualitas perencanaan ini diharapkan
mampu mewujudkan perencanaan yang lebih adaptif, responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, serta berbasis data dan analisis
yang komprehensif.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas serta
kemanfaatan riset dan inovasi daerah. Capaian sasaran ini diukur
melalui dua indikator, yaitu persentase rekomendasi kebijakan yang
ditindaklanjuti dan Indeks Inovasi Daerah. Sasaran im
menggarisbawahi peran Bapperida dalam memastikan bahwa hasil
riset dan inovasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi
benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan publik. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah juga
menunjukkan sejauh mana ekosistem inovasi mampu berkembang
secara berkelanjutan, melibatkan multi pihak, dan memberikan
dampak nyata bagi pembangunan daerah. Dalam hal ini tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai Bapperida Kabupaten Purworejo selama
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 tersaji dalam tabel 3.1 Tujuan
dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Purworejo
sebagai berikut:



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030

NSPK DAN TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET.
YANG RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 % =1 i) T 8 9 10 11
Meningkatnya tata | Meningkatkan kualitas | Nilai SAKIP Perangkat 68,62 | 70,45 | 72,89 | 75,33 | 77,76 | 80,20
kelola perencanaan pembangunan Daerah
pemerintahan yang | daerah, kapabilitas inovasi Nilai SAKIP Komponen 21,56 | 22,07 | 22,58 | 23,08 | 23,59 | 23,59
baik, bersih, dalam mendukung | Perencanaan Kinerja
berkeadilan, pembangunan daerah, serta
responsif berbasis | akuntakilitas kinerja Kapabilitas Inovasi 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,3
teknologi informasi | perangkat daerah Pl T e e
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Peranglkat 68,62 | 70,45 | 72,89 | 75,33 | 77,76 | 80,20
Kinerja Perangkat Daerah Daerah
Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Komponen 21,56 | 22,07 | 22,58 | 23,08 | 23,59 | 23,59
perencanaan pembangunan Perencanaan Kinerja
L T I I e
Meningkatnya kualitas serta Persentase Rekomendasi 40 45 50 60 70 75
kemanfaatan riset dan inovasi | Kebijakan Yang
Ditindaklanjuti
Indeks Inovasi Daerah 63,1 | 64,48 | 65,86 | 67,24 | 68,62 | 68,62 |




3.3,

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah,
Bapperida Kabupaten Purworejo merumuskan sejumlah strategi
utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan
daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi
ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah,
sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja perangkat
daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan,
kualitas serta pemanfaatan riset dan inovasi, dapat kita lihat pada
tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Sebagai Berikut.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo
Tahun 2026-2030

TAHAP I TAHAFP II TAHAP III TAHAP IV TAHAFP V
2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 L 5

Menguatkan | Meningkatkan Memantapkan Mewujudkan Menegonhkan
Akuntabihtas Akuntabilitas Akuntabilitas | Akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja Kinerja Kinerja | Kinerja Kinerja
Peranghkat Perangkat Peranghat Perangheat Peranghkat
Daerah | Daerah Daerah Daerah Daerah
Menguatkan Meningkatkan Memantapkan Mewujudkan Mensguhkan
kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas
perencanaan peErencanaan perencanaan perencanaan perencanaan
pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan
daerah daerah daerah daerah daerah
Mengnatkan Meningkatkan Memantapkan Mewujudkan Meneguhkan
kualitas serta kualitas serta kualitas serta kualitas serta kualitas serta
pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan
Riset dan Riset dan Riset dan Riset dan Riset dan
Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi

Pelaksanaan Renstra perangkat daerah dibagi ke dalam
lima tahap sesuai dengan dinamika pembangunan daerah dan
arah kebijakan RPJMD 2025-2030. Pada tahap 1, tahun 2026
Fokus pada menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
melalui peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi program. Perencanaan pembangunan daerah diperkuat
dengan pendekatan berbasis data dan analisis kebutuhan, serta
diselaraskan dengan program prioritas daerah. Pemanfaatan riset
dan inovasi mulai dioptimalkan untuk mendukung penyusunan
kebijakan dan evaluasi program agar pembangunan lebih adaptif
dan berdampak nyata.

Tahap 1II tahun 2027 melanjutkan menguatkan
akuntabilitas kinerja dengan penekanan pada efektivitas dan
transparansi pelaksanaan program. Kualitas perencanaan
pembangunan ditingkatkan melalui integrasi antar-perangkat
daerah dan penggunaan data yang lebih akurat. Riset dan inovasi
dimanfaatkan secara lebih intensif wuntuk mendukung
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pengambilan  keputusan, perumusan kebijakan, dan
pengembangan solusi inovatif bagl tantangan pembangunan
daerah.

Tahap III tahun 2028 memantapkan akuntabilitas kinerja
perangkat daerah menjadi fokus utama, dengan sistem monitoring
dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang lebih komprehensif.
Perencanaan pembangunan diperkuat melalui penyelarasan
rencana jangka menengah dan tahunan serta pemanfaatan data
dan analisis yang valid. Pemanfaatan riset dan inovasi
ditingkatkan untuk mendukung layanan publik yang lebih efektif
dan kebijakan pembangunan yang adaptif.

Tahap IV tahun 2029 mewujudkan akuntabilitas kinerja
secara menyeluruh, memastikan seluruh program dan kegiatan
memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata. Kualitas
perencanaan pembangunan diwujudkan melalui integrasi lintas
perangkat daerah dan penggunaan data yang akurat. Pemanfaatan
riset dan inovasi dijadikan landasan utama pengambilan
keputusan dan pengembangan program, sehingga pembangunan
daerah lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Tahap V tahun 2030 meneguhkan akuntabilitas kinerja
perangkat daerah sebagai capaian strategis akhir, dengan sistem
evaluasi yang solid dan transparan. Kualitas perencanaan
pembangunan diteguhkan melalui penyelarasan rencana dan
pemanfaatan data yang tepat. Riset dan inovasi dioptimalkan
sepenuhnya sebagai fondasi kebijakan, pengembangan program,
dan inovasi layanan publik, memastikan pembangunan daerah
berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak signifikan bagi
masyarakat.

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Bapperida untuk
meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas
pembangunan daerah, serta memastikan semua program dan
kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat, dapat dilihat pada
tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo

OPERASIONALISASI ARAH KEBILJAKAN ARAH KEBIJAKAN
NSFK RPJMD RENSTRA PD

NO

1

2

3

4

Meningkatnya tata
kelola
pemerintahan yang
bail, bersih,
berkeadilan,
responsif berbasis
teknologi informasi

Arah Kebijakan 2026 |

Penguatan
akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah
dalam mewujudakan
tata kelola
pemerintahan yang
baik (good
Eovernance)

| Arah Kebijakan 2026:
Penguatan
akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah
dalam mewujudakan
tata kelola
pemerintahan yvang
baik (good governance)
yang dilaksanakan

melalui Perencanaan,




| OPERASIONALISASI

7 ARAH KEBIJAKAN

*3 'ARAH KEBLJAKAN .

- NSPH:
R R,

LT RPIMD

(33 -
oA gt

'RENSTRA PD .
— . =

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Peranghat Caerah,
Perangkat Daerah,
Adminiglrasi
Kiepegaweian Perangkat
Daerah, Penyediaan
Jaza Penunjang
Urusan Pemerintahen
Dasrali, Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusen
Pemerintahan Daerah

| Penguatan sistem

.| perencanaan dan
1 pengulturan kinerja

yang terintegrasi dan
transparan berbasizs
kinerja, risiko, dan
riset

| Penguatan inovasi.

digitalisasi. integrasi
sislem. serta

= | keterbukaan

informasi dan
layanan publik

Penguatan slatem
perencanaan den
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risike. dan riset
melalui penyusunan
rencana pembangina,
pengelolaan manajenren
riziko, analisis dan
pemanfaatan data,
serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah.
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Penguatan siatem
perencenaan dan
pengulairan kinerfa
vang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melahul sinkronisasi
serta harmonisasi
PEJ.‘EU.CEILEIEI!
pembangunan antara
pusat, provinsi, dan
daerah pada bidang
pemerintaban,
pembangunan manusia,
perehonomian, sumber
daya alam,
infrastruktur, dan
kewilayzhan.

| Penguatan inovasi.

digitalisasi. integrasi
slslem. scria
keterbukaan informasi
dan layanan publik
melalul pelaksanaan
riset unggutlan daerah,
penyusunan indeks
daya saing, penerbitan
jurnal integral dan
policy brief, lasilitasl
hak kekayaan
intelelimal,
pengembangan
surprise, serta




e OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
NSPK RPJMD RENSTRA PD
1 2 3 4
pelaksanaan kompetisi
dan pembinaan inovasi
perangkat daerah dan
masyarakat.
Arah Kebijakan 2027 | Arah Kebijakan 2026:
. Peningkatan
Peningkatan akuntabilitas kinerja
akuntabilitas kinerja | Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dalam mewujudakan
dalam mewujudakan tata kelola
tata kelola pemerintahan yang baik
pemerintahan yang (good governance) yang
baik (good dilaksanakan melalui
governance) Perencanaan,

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah,
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah,
Administrasi
Kepegawaian Peranghkat
Daerah, Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah,
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Peningkatan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan
riset

Peningkatan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui penyusunan
rencana pembangunan,
pengelolaan manajemen
risiko, analisis dan
pemanfaatan data,
serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah.

Peningkatan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui sinkronisasi
serta harmonisasi
perencanaan
pembangunan antara
pusat, provinsi, dan
daerah pada bidang
pemerintahan,
pembangunan manusia,
perekonomian, sumber
dayva alam,
infrastrulktur, dan
kewilayahan.




NO OPERASIONALISAS] ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
NSPK RPJMD RENSTRA PD
1 2 3 4
Peningkatan inovasi. | Peningkatan inovasi.
digitalisasi. integrasi digitalizsasi. integrasi
sistem. serta sistem. serta
keterbukaan keterbukaan informasi
informasi dan dan layanan publik
layanan publik melalui pelaksanaan

riset unggulan daerah,
penyusunan indeks
daya saing, penerbitan
jurnal integral dan
policy brief, fasilitasi
hak kekayaan
intelektual,
pengembangan
surprise, serta
pelaksanaan kompetisi
dan pembinaan inovasi

perangkat daerah dan

masyarakat.
Argh Kebijakan 2028 | Arah Kebijakan 2026:
: Pemantapan
Pemantapan akuntabilitas kinerja
akuntabilitas kinerja | Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dalam mewujudakan
dalam mewujudakan tata kelola

tata kelola
pemerintahan yang
baik (good

governance)

pemerintahan yvang baik
(good governance) yang
dilaksanakan melalui
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah,
Administrasi Keuangan
Perangkal Daerah,
Administrasi
Kepegawaian Peranghkat
Daerah, Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah,
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Pemantapan sistem
perencanasan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan
riget

Pemantapan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui penyusunan
rencana pembangunan,
pengelolaan manajemen
risiko, analisis dan
pemanfaatan data,
serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah.
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Permantapan sistem
perencanaan dan
pengulmiran kineda
Fang terintegrasi dan
tramaparan berbasis
kinegja. risiko. dan riset
melalui sinkronisasi
serta harmonisasi
PETENCANAAN
pembangunan antara
pusat, provingi, dan
daerah pada bidang
pemerintalian,

pembangunan manusia, |

perchonormian, symber
daya alam,
infrastruictur, dan
kewilayahan.

Pemantapan inovasi.

e el | digitalisasi integrasi
g ¢ | sistem, serta

T ) keterbulogan
. informasi dan
| layanan publik

Pemantapan novasi.
digitalisasi. integrasi
sistem, serta
keterbukaan informasi
dan layanan publilc
melalui pelaksanaan
riset l:l.l:l.ggu]ﬂl'l daerah,
penyusunan indeks

| daya saing, penerbitan

jumal intcgral dan
policy brief, fasilitasi
hak kekayaan
inteleltual,
pengembangan
surprise, serta
pelaksanaan kompetsi
dan pembinaan inovasi
perangkat daerah dan
magyardaiat.

: .27 | Perwujudan
"o, .| akuntabilitas kinerja
-7 | Perangkat Daerah

L0 | dalam mewujudakan
j tata kelola

*"%¢| pemerintahan vang

wx -+ ;| governance)

Arah Kebijakan 2026;
Perwujudan
akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah
dalam mewnjndakan
tata keloala
pemerintahan yang baik
(good governance) yang
dilaksanakan melalui
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah,
Administrasi Kenangan
Perangkat Daesrah,
Administrasi
Kepegaweaian Perangkat
Daerah, Penyediaan
Jasza Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerak,
Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang |

Urasan Pemerintahan
Daerah
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Perwujudan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan
riset

Perwujudan sistemn
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui penyusunan
rencana pembangunan,
pengelolaan manajemen
risiko, analisis dan
pemanfaatan data,
serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah

Perwujudan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui sinkronisasi
serta harmonisasi
perencanaan
pembangunan antara
pusat, provinsi, dan
daerah pada bidang
pemerintahan,
pembangunan manusia,
perekonomian, sumber

daya alam,

infrastruktur, dan

kewilayahan.
Perwujudan inovasi. Perwujudan sistem
digitalisasi. integrasi perencanaan dan
sistern. serta pengukuran kinerja

keterbukaan
informasi dan
layanan publik

yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui pelaksanaan
riset unggulan daerah,
penyusunan indeks
daya saing, penerbitan
jurnal integral dan
policy brief, fasilitasi
hak kekayaan
intelektual,
pengembangan
surprise, serta
pelaksanaan kompetisi
dan pembinaan inovasi

perangkat daerah dan
masyarakat.
Arah Kebijakan 2030 | Arah Kebijakan 2026:
; Peneguhan
Peneguhan akuntabilitas kinerja
akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dalam mewujudakan
dalam mewujudakan tata kelola
tata kelola pemerintahan vang baik

pemerintahan yang

(good governance) yang
dilaksanakan melalui
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ARAH KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN
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1 2 3 4
baik [good Perencanaan,

governance) Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah,
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah,
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah, Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah,
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Peneguhan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan
risct

Peneguhan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui penyusunan
rencana pembangunan,
pengelolaan manajemen
risiko, analisis dan
pemanfaatan data,
serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah,

Peneguhan sistem
perencanaan dan
pengukuran kinerja
yang terintegrasi dan
transparan berbasis
kinerja. risiko. dan riset
melalui sinkronisasi
gerta harmonisasi
perencanaan
pembangunan antara
pusat, provinsi, dan
daerah pada bidang
pemerintahan,
pembangunan manusia,
perekonomian, sumber

daya alam,
infrastruktur, dan
kewilayahan.
Peneguhan inovasi. Pene inovasi.
digitalisasi. integrasi digitalisasi. integrasi
sistemn. serta sistem. serta
keterbukaan keterbukaan informasi
informasi dan dan layanan publik
layanan publik melalui pelaksanaan
riset unggulan daerah,
penyusunan indeks

daya saing, penerbitan
jurnal integral dan
policy brief, fasilitasi
hak kekayaan
intelektual,
pengembangan




NO OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBLIAKAN KET
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1 2 3 4 5
surprise, serta
pelaksanaan kompetisi
dan pembinaan inovasi
perangkat daerah dan
masyarakat.

Arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk
periode 2026-2030 disusun secara bertahap, sejalan dengan visi,
misi, dan arah pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD
serta mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Arah kebijakan ini dirancang dengan pendekatan
berkesinambungan, mulai dari penguatan, peningkatan,
pemantapan, perwujudan, hingga peneguhan akuntabilitas kinerja
perangkat daerah. Setiap tahapan diarahkan untuk memperkokoh
peran Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan
pembangunan berbasis data, riset, inovasi, serta keterbukaan
informasi publik.

Pada tahun 2026 arah kebijakan difokuskan pada
penguatan fondasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui
pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja,
administrasi keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan barang
milik daerah secara tertib. Penguatan juga dilakukan terhadap
sistem perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis kinerja,
risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Koordinasi lintas sektor
dan wilayah diperkuat melalui harmonisasi perencanaan
pembangunan pusat, provinsi, dan daerah. Di saat yang sama,
penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan
informasi publik dilakukan melalui riset unggulan daerah, indeks
daya saing, penerbitan jurnal dan policy brief, serta fasilitasi hak
kekayaan intelektual.

Pada tahun 2027 arah kebijakan diarahkan pada
peningkatan kualitas tata kelola yang sudah dibangun. Upaya
peningkatan dilakukan pada sistem akuntabilitas kinerja, efisiensi
pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta optimalisasi barang
milik daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran Kkinerja
ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif,
analisis risiko yang lebih akurat, serta evaluasi pembangunan yang
lebih terukur. Sinkronisasi program lintas bidang diperkuat untuk
menjawab isu-isu pembangunan manusia, perekonomian,
infrastruktur, dan kewilayahan. Inovasi daerah ditingkatkan
melalui riset unggulan, pengembangan surprise, serta pembinaan
inovasi perangkat daerah dan masyarakat.

Pada tahun 2028 arah kebijakan menekankan pada
pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemantapan
dilakukan melalui konsistensi pelaksanaan perencanaan,



penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang lebih
tertib dan akuntabel. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja
dimantapkan melalui pemanfaatan data terintegrasi, pengelolaan
manajemen risiko yang matang, serta evaluasi pembangunan vang
berkelanjutan. Sinkronisasi lintas sektor dimantapkan agar
pembangunan di bidang pemerintahan, manusia, ekonomi, SDA,
dan infrastruktur semakin selaras. Pemantapan juga menyasar
pada inovasi, digitalisasi, dan keterbukaan informasi publik melalui
penerapan indeks daya saing, jurnal integral, dan penguatan
kapasitas inovasi daerah.

Pada tahun 2029 arah kebijakan difokuskan pada
perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara nyata.
Perwujudan ini ditandai dengan berjalannya tata kelola yang
transparan, akuntabel, serta mendukung pencapaian target
pembangunan daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran
kinerja yang berbasis kinerja, risiko, dan riset diwujudkan secara
utuh melalui implementasi rencana pembangunan, pengelolaan
data, evaluasi, dan sinkronisasi lintas tingkatan pemerintahan.
Perwujudan inovasi daerah ditandai dengan meningkatnya
implementasi hasil riset, kebijakan berbasis bukti (evidence-based
policy), serta terbangunnya ekosistem inovasi yvang melibatkan
perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pada tahun 2030 arah kebijakan diarahkan untuk
meneguhkan hasil-hasil yang telah dicapai. Peneguhan ini
memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik benar-
benar menjadi budaya organisasi di seluruh perangkat daerah.
Sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, dan
pengendalian pembangunan diteguhkan sebagai instrumen utama
pengambilan keputusan berbasis data, risiko, dan riset.
Harmonisasi lintas sektor dan wilayah diteguhkan sebagai prinsip
kolaboratif pembangunan daerah. Peneguhan inovasi, digitalisasi,
integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik ditandai dengan
keberlanjutan riset unggulan daerah, indeks daya saing yang
kompetitif, serta penguatan kapasitas inovasi masyarakat
Purworejo yang berdaya saing global.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN , DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki tugas strategis
dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan melalui dua unsur
urusan penunjang, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian
dan Pengembangan. Kedua urusan ini merupakan tulang punggung
dalam pengambilan keputusan pembangunan berbasis data dan
inovasi, serta menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan
pembangunan daerah secara menyeluruh, terukur, dan
berkelanjutan. Untuk mengoperasionalkan kedua urusan tersebut,
program Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
melaksanakan empat program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

4. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo sesuai Renstra 2025-2029 yang
mencakup total 15 kegiatan dalam 4 program utama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan sebanyak 7 yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan
anggaran perangkat daerah, termasuk evaluasi capaian kinerja
dan pemantauan pelaksanaan program, serta sebagai dasar
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahunan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, verifikasi dokumen
keuangan, dan pelaporan keuangan guna mendukung
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran
Bapperida.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Berfokus pada pengelolaan data pegawai, mutasi, kenaikan
pangkat, ecvaluasi kinerja ASN, serta pelatihan dan
pengembangan kompetensi aparatur.



. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Mengelola surat-menyurat, arsip, penyediaan ATK, serta
pengaturan layanan kesekretariatan dan ketatausahaan lainnya
untuk mendukung operasional perangkat daerah.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan pengadaan sarana prasarana seperti peralatan kantor,
kendaraan dinas, serta barang habis pakai lainnya yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meliputi penyediaan jasa listrik, air, internet, telekomunikasi,
dan layanan kebersihan untuk menunjang kenvamanan dan
efisiensi kerja.

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Fokus pada kegiatan pemeliharaan bangunan kantor, peralatan,
dan aset lainnya agar tetap dalam kondisi baik dan dapat
digunakan secara optimal.

. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan

3

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Menyusun dokumen perencanaan jangka pendek hingga
menengah seperti RKPD, Renstra, Renja, termasuk proyeksi
pendanaan sesuai prioritas pembangunan daerah.

. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengelola basis data perencanaan dan melakukan analisis data
sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Melaksanakan pemantauan, evaluasi kinerja program dan
kegiatan, serta penyusunan laporan pembangunan untuk
akuntabilitas dan perbaikan kebijakan.

. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah
Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dalam bidang
pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemerintahan umum, serta
mendorong integrasi program prioritas.

£



2. Koordinasi

Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Fokus pada sinkronisasi rencana sektor ekonomi, pertanian,
pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam, agar selaras
dengan kebijakan pusat dan provinsi.

. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelaraskan perencanaan infrastruktur wilayah seperti jalan,
drainase, pemukiman, serta pengembangan kawasan dan tata
ruang berbasis data spasial.

4. Program Riset Dan Inovasi Daerah
Jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Kegiatan litbang yang mendukung penyusunan kebijakan
berbasis evidence, kajian tematik sektoral, serta pengembangan
model perencanaan berbasis inovasi.

. Invensi dan Inovasi

Bertujuan mendorong pengembangan inovasi daerah, baik dari
ASN, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk fasilitasi
lomba inovasi, inkubasi ide, dan pemanfaatan teknologi tepat

guna.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja
Bapperida Kabupaten Purworejo dalam 4 program, 15 kegiatan dan 40
subkegiatan sampai dengan tahun 2029 yang tersaji dalam Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bapperida Kabupaten

Purworejo.

Tabel 4.1. Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Bapperida
Kabupaten Purworejo

NSPK DAN

Sasha e
RPJMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME | QUTPUT INDIKATOR SUB KET
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 3 4 L G 7 a8
Memingkatny | Meningkatkan Mila:1 SAKIP
a tata kelola | kualitas Perangkat
pemerintaha | perencanaan Daerah
n vang baik, pembangunan
bersih, daerah,
berkeadilan, | kapabilitas
responsil inovasi dalam
berbasis mendukung
teknolog pembangunan
informasi daerah, serta
akuntabilitas
lanerja
perangkat
| daerah




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
RPIMD TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | KECHATAN/
YANG

RELEVAN KEGIATAN

1 2 3 4 B [ 7
Meningka Nilai SAKIP
tnya Perangkat
Alqintabil Daecrah
itas
Kinerja
Peranghka
t Daerah
Meningkat Persentase PROGRAM
nya Kelercapaian PENUNJAN
Kualitas Kinerja, G URUSAN
Perencana Pelayanan PEMERINTA
an dan Umum HAN
Evaluasi, Kpegawsaian, DAERAH
Kinerja, dan Keuangan | KABUPATE
Pelayanan Perangkat N/KOTA
Umum, Daerah
Kepegawai
an, serta
Keuangan
Terlaksan | Jumlah Perencanaa
ANy Dokumen n,
Perencan | Perencanaan, Penganggar
AR, Penganggaran, | an, dan
Pengangg | dan Evaluasi Evaluasi
aran, dan | Kinena Kinerja
Evaluasi Perangkat Peranghkat
Kinerja Diaerah Daerah
Perangka
t Daerah
Jumlah Penyusuna
Dokumen n Dokumen
Perencanaan Perencanaa
Perangkat n Perangkat
Daerah Draerah
Jumilah Evaluasi
Laporan Kinerja
Evaluasi Perangkat
Kinerja Daerah
Perangkat
Daerah
Jumilah Penyelengga
Dokumen raan
Hasil Walidata
Penyelenggara Pendukung
an Walidata Statistik
Pendukung Sektoral
Statistik Daerah
Selctoral
Daerah
Terlaksan | Jumlah Administras
anya Laporan i Keuangan
Administr | Administrasi Perangkat
asi Keuangan Daerah
Keuanga | Perangkat
n
Perangka
t Daerah
Jumlah Orang | Penyediaan
Yang Gaji dan
Menerima Gaji | Tunjangan
dan Tunjangan | ASN

ASN
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SASARAN KEQIATAN)
RPJIMD TUJUAN OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR SUB
YANG
RELEVAN P
1 2 4 5 (5] T
Jumlah Koordinasi
Laporan dan
Keuangan Penyusuna
Bulanan / n Laporan
Triwulanan/ Keuangan
Semesteran Bulanan/
SKPD dan Triwulanan
Laporan !
Koordinasi Semesteran
Penyusunan SKFD
Laporan
Keuangan
Bulanan /Triw
ulanan / Semes
teran SKPD
Terlaksan | Jumlah Administras
anya Dokumen i
Administr | Administrasi Kepegawaia
| msi Kepegwaian n Perangkat
Kepegaw Daerah
alan
Peranghka
t Daerah
Jumlah Pendataan
Dokumen dan
Pendataan dan | Pengolahan
Pengolahan Administras
Administrasi i
Kepegawaian Kepegawaia
n
Terlaksan | Jumlah Administras
anya Dokumen i Umum
Administr | Administrasi Perangkat
asi Umum Daerah
Umum Perangkat
Perangka | Daecrah
t Daerah
Jumlah Paket Penvediaan
Komponen Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik /Penern | Listrik/Pene
MEgAn TAMNEATL
Bangunan Bangunan
Kantor yang Kantor
Disediakan
Jumlah Paket Penvediaan
Peralatan Peralatan
Rumah Tangga | Rumah
yang Tangga
Disediakan
Jumlah Paket Penvediaan
Bahan Logistik | Bahan
Kantor yang Logistik
Disediakan Kantor
Jumlah Paket Penyediaan
Barang Barang
Cetakan dan Cetakan
Pengeandaan dan
yang Penggandaa
Disediakan n
Jumlah Paket Penyediaan
Bahan /Materi | Bahan/Mat
al yang erial

Disediakan




NSFPK DAN

RPIMD TUJUAN OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR s /
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 4 5 6 T
Jumlah Fasilitasi
Laporan Kunjungan
Fasilitasi Tamu
Kunjungan
Tamu
Jumlah Penyelengga
Laporan raan Rapat
Penvelenggara Koordinasi
an Rapat dan
Koordinasi dan | Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKFPD
Jumlakh Penatausah
Dokumen aan Arsip
Penatausaham Dinamis
n Arsip pada SKPD
Dninamis pada
R p— SKFD
Tersedian | Barang Milik Pengadaan
va Daerah (BMD)] | Barang
Barang Penunjang Mihik
Milik Urusan Daerah
Draerah Pemerintah Penunjang
Penunjan | Daerah yang Urusan
g Urusan | Diadakan Pemerintah
Pemerint Daerah
ah
Daerah
Jumlah Umnit Pengadaan
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
3 T Operasional
atau
Lapangan
Jumlah Paket Pengadaan
Mebel Yang Mebel
Disediakan
Jumlah Unit Pengadaan
Peralatan dan | Peralatan
Mesin Lainnya | dan Mesin
yang Lainnya
Disediakan
Jumlah Unit Pengadaan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Gedung Kantor | Gedung
atau Kantor atau
Bangunan Bangunan
Lainnya yang Lainnya
Disediakan
Tersedian | Jasa Penyediaan
va Jasa Penunjang Jasa
Penunjan | Urusan Fenunjang
g Urusan | Pemerintahan Urusan
Pemerint | Daerah vang Pemerintah
Daerah
Jumlah Penvediaan
Laporan Jasa
Penyediaan Komunikasi
Jasa . Sumber
Komunikasi, Daya Air
Sumber Daya dan Listrik
Air dan Listrik
yang

Disediakan




TAPK DAl PROGRAM /
SAEAENA KEGIATAN/
RPIMD TUJUAN OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR SUR
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 4 5 & T
Jumlah Penyediaan
Laporan Jasa
Penvediaan Pelayanan
Jasa Umum
Pelayanan Kantor
Umum Kantor
yang
Digediakan
Terlaksan | Barang Milik Pemeliharaa
anya Dacrah (BMD) n Barang
| Pemeliha | Penunjang Milik
:: FaaLn Urusan Daerah
| Barang Pemerintah Penunjang
Milik Daerah yang Urusan
Daerah Dipelihara Pemerintah
Penunjan an Daerah
g Urusan
Pemerint
ahan
Daerah
Jumlah Penvediaan
Kendaraan Jasa
Perorangan Pemeliharaa
Dinas atau n, Biaya
Kendaraan Pemeliharaa
Dinas Jabatan | n, dan
yang Pajak
Dipelihara dan | Kendaraan
dibayarkan Perorangan
Pajaknva Drinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
a Jumlah Penyediaan
Kendaraam Jasa
Dinas Pemeliharaa
Operasional n, Biaya
atau Lapangan | Pemeliharaa
yang n, Pajak
Dipelihara dan | dan
dibavarkan Perizinan
Pajak dan Kendaraan
Perizinannya Dinas
Operasional
atau
Lapangan
Jumlah Pemeliharan
Peralatan dan | n Peralatan
Mesin Lainnya | dan Mesin
yang Lainnya
Dipelihara
Jumlah Pemeliharaa
Gedung Kantor | n/Rehabilit
dan Bangunan | asi Gedung
Lainnya vang Kantor dan
Dipelihara/Dir | Bangunan
chabilitasi Lainnya
Jumilah Pemeliharasa
Sarana dan n/Rehabilit
Prasarana asi Sarana
Gedung KEantor | dan
atau Prasarana |
Bangunan Gedung
Lainnya yang Kantor atau
Dipelihara/ir | Bangunan
ehabilitasgi Lainnya
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FPROGRAM/
RPJMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR KEGSI?I:&H{
YANG
RELEVAN KEGIATAN
SR 2 a 3 5 o 7
Meningkatkan Nilai SAKIP
kualitas Komponen
PETENCATIAATN Peranplat
pembangunan | Daerah
daerah,
kapabilitas
inovasi dalam
mendukung
pembangunan
daerah, serta
akuntabilitas
kifierja
perangkat
daerah
Meninghka Nilai SAKIP
mya Komponen
kualitas Perangkat
perencan Diaerah
aan
pembang
unan
daerah
Meningkat Persentase FROGRAM
nya Kualitas dan PERENCAN
kualitas Pemanfaatan AAN,
perencana Dokunmen FPENGENDA
an Perencanaan LIAN DAN
pembangu Daerah EVALUASI
nan PEMBANGU
daerah NAN
DAERAH
Tersedian | Jumlah Penyusuna
va Dokumen n
dokumen | Perencanaan Perencanasn
perencan | yang disusun n dan
aan | Pendanaan
pembang
unan
daerah
yang
berkualit
as
Jumlah Analisis
Dokumen Kondisi
Rancangan Daerah,
Awal Permasalah
RPJMD/RKFD | an, dan Isu
J [Sesuai Strategis
! Kebutuhan Pembangun
| Jika RPJMD an Daerah
Maka
Rancangan
Teknokratik)
Jumlah Koordinasi
Dokumen Penyusuna
Perencanaan n dan
Pembangunan | Penetapan
Draerah Dokumen
Kabupaten /Ko | Perencanaa
ta yang n
Ditetapkan Pembangun
(RPJFD/REPJM | an Daerah
D/ RKPDY) Kabupaten/

Kota




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /
RPJMD TUJUAN OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR KE(;TIE‘H"’
R;Lﬁgvﬂhﬂ KEGIATAN
1 2 4 5 & T
Tersedian | Jumlah Analisis
ya data Dokumen Data dan
dan Analizsis Data Informeasi
informasi | Untuk Pemerintah
perencan | Penyusunan an Daerah
aan Kehijakan Bidang
pembang | Perencenaan Perencanaa
unarn Pembangunan | n
daerah Daesrah Pembangun
yang an Daerah
valid dan
termutak
hirkan
Jumlah Analisis
Dokumen Data dan
Hasil Analisis Informasi
Drata untuk Perencanas
Penyiusunarn n
Kebijakan Pembangun
Perencanasan an Daerah
Pembangunan
Daerah
[Semua
Perencarnaan
Pembangunan
Daerah)
Jumilah Orang Pembinaan
yang Dibina dan
dalam Pemanfaata
Pemanfaatan 1 Data dan
Data dan Informasi
Informasi Perencanan
n
Pembanguan
an
Perangkat
Daerah
Meningka | Jumlah
tmya Dokumen Pengendalia
kualitas Pengendalian, n, Evaluasi
pelapora Evaluasi dan dan
n Pelaporan Pelaporan
pembang | Bidang Bidang
unan Perencanaan Perencanas
daerah Pembangunan | n
Daerah Pembangun
an Daerah
Jumiah Monitoring,
Laporan Hasil Evaluasi
Evaluasi dan
Kinerja Penyusuna
Pembangunan | n Laporan
Daerah Berkala
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Daerah
Meningkat Persentase PROGRAM
niva Kualitas dan KOORDINA
koordinasi Pemanfaatan 81 DAN
dan Dokumen SINKRONIS
sinkronisa Perencanaan ASI
s Perangkat PERENCAN
perencana Daerah bidang | AAN
an Pemerintahan PEMBANGLU
pembangu dan




SASARAN PROGRAM/
RPJMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR m;;lﬂ“ﬂf
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 (5] T
nan Pembangunan | NAN
dasrah Manusia DAERAH
hidang
pemerinta
han dan
pembangu
Tian
Manusia
Meningka | Dokumen Eoordinasi
tnya Koordinasi Perencanaa
kualitas Perencanaan n Bidang
dokumen | Bidang Pemerintah
perencan | Pemernintahan an dan
a8n dan Pembangun
pembang | Pembangunan | an Manusia
unarn Manusia
daerah
bidang
pemerint
ahan dan
pembang
AR
manusia.
Jumlah Koordinasi
Laporan Hasil Pelaksanaa
Sinkronisasi n Sinergitas
Renstra/Renja | dan
dengan Harmonisas
RERPD/EPJMD | i
pada Bidang Perencanaa
Pemerintahan | n
Pembangun
an Daerah
Bidang
Pemerintah
an
Jumlah Koordinasi
Laporan Hasil Pelaksanaa
Sinkronisasi n Sinergilas
Renstra/Renja | dan
dengan Harmonisas
RKPD/RPJMD | 4
pada Bidang Perencanaa
Pembangunan | n
Manusia Pembangun
an Daerah
Bidang
Pembangun
an Manusia
Persentase FROGRAM
Kualitas dan KOORDINA
Pemanfaatan 51 DAN
Dokumen SINKRONIS
Perencanaan A8
Perangkat PERENCAN
Daerah bidang | AAN
Perekonomian, | PEMBANGU
SDA, NAN
Infrastruktur, DAERAH
dan
Kewilayahan
Meningkat | Meningka | Jumlah Hoordinasi
nya tmya Laporan Perencanaa
koordinasi | kualitas | Koordinasi n Bidang
dan dokumen | Perencanaan Perekonomi
sinkronisa | perencan | Bidang an dan SDA




NSFK DAN

Sasama e
RPJMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR SUB
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 a 4 5 7] T
Bi AAN Perekonomian | (Sumber
perencana | pembang | dan SDA Daya Alam)
an unan [Sumber Daya
pembangu | daerah Alam)
TIAL bidang Berkualitas
daerah Perekono
bidang mian
Perekono sDA
mian,
5DA,
Infrastrukt
ur, dan
Kewilayah
an
Jumlah Koordinasi
Laporan Hasil Pelaksanaa
Sinkronisasi n Sinergitas
Renstra fRenja | dan
dengan Harmonisas
RKPD/RPJMD | i
pada Bidang Perencanaa
Perekonomian n
Pembangun
an Daerah
Bidang
Perelonomi
an
Jumlah Koordinasi
Laporan Hasil | Pelaksanaa
Sinkronisasi n Sinergitas
Renstra/Renja | dan
dengan Harmonisas
REPD/RPJMD | i
pada Bidang Perencanaa
SDA n
Pembangun
an Daerah
Bidang SDA
Meninglkat | Meningka | Jumlah Koordinasi
nya nya Laporan Perencanasa
kesclarasa | kualitas Koordinasi n Bidang
n dokumen | Perencanaan Infrastrulctu
PETENCANA | perencan Bidang r dan
an aan Infrastruktur Kewilayaha
pembangu | pembang | dan n
nan unan Kewilayahan
daerah dacrah Berkualitas
dan bidang
perangkat | Infrastru
daerah ktur
bidang kewilaya
Perekono han
frian,
Sumber
Daya
Alam,
Infrastrukt
ur dan
Kewilayah
an
Jumlah Koordinasi
Laporan Hasil | Pelaksanaa
Sinkrondsasi n Sinergitas
Renstra/Renja | dan
dengan Harmonisas
REPD/RPJMD | i

Perencanaa
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-« | Laporan Hasil
= %] sinkronisasi
+ 7| Renstra/Renja
% dengan
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dan

Meningkatkan
kualitas
PETETICATLAAT
pembangimar
daerah,
kapabilitas
Inovasi dalam
mendukung
pembBanganat
daerab, serta
aluntahbilitas
kinerja
peranghket
daerah

Kapabhilitas
Inovasi

g F
Vo

-\.'_ -
L

Meningka
mya

serta
kemenfas
tan riset

inovasi
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2077 | Indeks Inovasi
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PROGRAM
RISET DAN
INOVASI
DAERAH

Pemanfaatan
= Hak Kekayaan
| Intelektual

| Jumlah
. F
| dimilild daerah

pembangu | N2
nan E. : e
daerah .l " e

Tamizh Penelitian, [+ 7

Penyusn

Kebial

Pengemban
gan,
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Penerapan
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S E{Eﬁlﬁm;
RPJMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR SUB
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
berbasis
hiagil riset
Jumlah Penvusuna
naskah n kehijakan
kehijakan berbasis
berbasis hasil hasil riset
riset
Jumlah Koordinasi
laporan dan
penyvelenggara | sinkronisasi
an Rapat pelaksanaa
Koordinasi dan | n kebijakan
sinkronisasi penelitian,
pelaksanaan pengemban
kebijakan di gan,
bidang pengkajian,
penelitian, dan
pengembangan | penerapan
» pengkajian,
dan penerapan
Dukunga | Jumlah Invensi dan
n Dokumen Inovasi
Lavanan Hasil Fasilitasi
Sub Inovasi dan
Sistemn Invensi
Imovasi
Daerah
Jumlah Fasilitasi
laporan dan
fazilitasi dan pembinaan
pembinaan untuk
untuk peningkata
peningkatan n
perlindungan perlindunga
dan n dan
pemanfaatan pemanfaata
kekayaan n kekayman
intelektual intelektual
(pelatihan
perlindungan
KI, fasilitas
perlindungan
KI}
Jumlah Fasilitasi
laporan dan
fasilitasi dan pemhbinaan
pembinaan uniuk
untuk peningkata
peningkatan n praktik
praktik baik baik kepada
kepada pelaku | pelaku
inovasi dan inovasi dan
diseminasi diseminasi
hasil Riset dan | hasil Riset
Inovasi kepada | dan Inovasi
pelaku inovasi. | kepada
pelaku
INOVAasi.
Jumiah Fasilitasi
laporan dan
fasilitasi dan pembinaan
pembinasn untuk
untuk apresiasi
apresiasi prestasi
prestasi Inovasi

Inovasi




NSPK DAN PROCRAM/
RARARAN KEGIATAN/
RPJMD TUJUAN SASARAN | OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR SUB
YANG
RELEVAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 [ 7

Tersedianya

sigtem Pelaksanaa

informasi ilmu | n

pengetahuen pembangun

dan teknologi an,

di daerah pengemban
gan,
pengelolaan
dan
pemanfaata
n sistem
informasi
il
pengctahua
n dan
teknologl di
daerah

Jumlah Bimbingan

kegiatan teknis dan

bimbingan supervisi,
teknis dan kerja sama,
sUpervisi, seria

kerja sama, kemitraan

SErta invensi dan

kemitraan inovasi

mvensi dan

inovasi

Jumlah Fasilitasi

laporan dan |

pembinaan untuk
untuk pengelolaan !
pengelolaan kebun rava |
kebun raya daerah
daerah

Tabel 4.2 menyajikan rencana program, kegiatan, dan sub-
kegiatan beserta alokasi pendanaan yang direncanakan oleh
Perangkat Daerah. Rencana ini disusun untuk memastikan setiap
program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis,
terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap
sub-kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang
jelas, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian
hasil.

Alokasi pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing kegiatan dan bersumber dari APBD. Pendekatan ini
bertujuan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran,
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan riset dan
inovasi, digitalisasi pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi
masyarakat dan kolaborasi antar pihak. Dengan demikian, rencana
program dan kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,
akuntabel, dan berkelanjutan.
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Tabel 4.3 menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang
diprioritaskan dalam mendukung pencapaian program pembangunan
daerah. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan
kontribusinya terhadap sasaran strategis pembangunan, sehingga menjadi
fokus utama dalam pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

Penyusunan subkegiatan prioritas ini mempertimbangkan
keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra, Renja,
dan RKPD, serta menekankan sinergi antar perangkat daerah, partisipasi
masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan
demikian, daftar subkegiatan prioritas ini menjadi pedoman operasional
untuk memastikan implementasi program pembangunan daerah berjalan
efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Priorotas dalam Mendukung Program

Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Furworqu _

No| ppiommas | OUTCOME | iooianaw | Akmvmas | ker
URUEAN PERENCANAAN
PROGREAM :
PERENCANAAN, ::Wm“
0 PENGENDALIAN peren
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN E::u;nm
DAERAH
Penyusunan
Perencanaan dan
Perddanaan
g':l:aif ki Menyusun dokumen
Permasalahan, dan comiind
T SEcategis Rancangan Awal RPJMD
Pebangunan Daecali 2029-2034
i Koordinasi

Menyelenggarakan Forum
Konsultasi Publik REPD
yang dituangkan dalam

Penyvusunan dan
| Penetapan Dokumen

Perencanaan k
Pembangunan Daerah E;Em mﬁﬁkl?
| Kabupaten,Kota - :

Menyelenggarakan Forum
Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah,
menghasilican Berita
Acara Forum PD/Lintas
FD.

Melaksanakan
Musrenbang Tingkat
Kecamatan, dituangkan
dalam BA Musrenbang
Kecamatan,

Melaksanakan
Musrenbang Kabupaten,
dituangkan dalam BA
Musrenbang Kabupaten.

Menyusun Peraturan
Bupati (Perbup] RKPT
2026 sebapai dasar
hukum pelaksanaan

pembangunan tahunan.

Menvusun Peraturan
Bupati Perubahan RKPD
2025 sebagai tindak lanjut
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. penyesuaian k.ehijalmn

tahunan.

Menyusun Peraturan
Daerah (Perda) RPJMD
2025-2029 gebagai

pedoman pembangunan
jangka menengah daerah,

Menyusun Dokumen

Manajemen Risiko (ME)
2025-2029 untuk
mendukung mitigasi risiko
= pembangunan dasrak.
Analisis Data dan
Informasi
Femnerintahan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Membina dan
meningkatkan kapasitas
oy SDM melalui kegiatan
Perencanaan pang l?lam d’g‘:m G
pemanfaatan
Pembangunan Daerah informasi pembangunan,
dengan indikator jumlah
orang yang dibina.
Pembinaan dan
Pemanfaatan Data Menyusun Berita Acara
dan Informasi Daftar Data untuk
Perencanaan memperkuat basis data
Pembangunan pembangunan daerah.
Peranghkat Daerah
Pengendalian,
Evaluast dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi
dan Penyusunan

Laporan Berkala
Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Mengembangkan dan
mengoperasikan aplikasi
perencanaan agar berjalan
sesuai kebutuhan dan
perkembangan peraturan
vang berlaku.

Melaksanakan sosialisasi
dan fatau pelatihan guna
mendukung penguatan
kapasitas pemanglou
kepentingan.

Menyusun Laporan Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi ([PE) Perumusan
Kebijakan RKPD 2027
serta laporan PE
pelaksanaan RPJMD
20252029,

Menyusun Laporan Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi (PE) Perubahan
RKFD 2026.

Menyusun Laporan Hagil
Pengendalian dan
Evaluasi (PE] Pelaksanaan
RKPD 2026.

Menyusun Laporan
Evaluasi Terhadap Hasil
RKPD untuk menilai
capaian tahunan
pembangunan.
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Menyuauﬁ Laporan

Evaluasi Rencana Tindak
Pengelolaan (RTF)
Manajemen Risiko
Pemerintah Daerah.

Menyusun Laporan
Pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi antar
pemangku kepentingan
pembangunan daerah.

Meningkatnya
koordinasi dan
PROGRAM sinkronisasi
KOORDINASI DAN | perencanaan
SINKRONISASI pembangunan
PERENCANAAN daerah bidang
PEMBANGUNAN pemerintahan
DAERAH dan
pembangunan
Manusia
Meningkatnya
koordinasi dan
sinkronisasi
perencanaan
pembangunan
daerah bidang
Perekonomian,
3DA,
Infrastruktur,
dan
Kewilayahan
Koordinast
Perencanaan Sidang
Pemenintahan dan
Fembangunan
Manusia
Koordinasi
Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan
Sinergitas dan sinergitas dan
Harmonisasi harmonisasi perencanaan
Perencanaan pembangunan bidang
Pembangunan Daerah | Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Koordinasi
ergitas dan A
oy sinergitas dan
Harmonisasi R
e harmonisasi perencanaan
Pembangunan Daerah pembanmman RiIog
Bidang Pembangunan Pemerintahan
Manusia
Kpordinasi
Perencanaan Bidang
Perekonormian dan
SDA (Sumber Daya
Alam)
Koordinasi
Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan
Sinergitas dan sinergitas dan
Hermonisasi harmonisasi perencanaan
Perencanaan pembangunan bidang
Pembangunan Daerah | Perekonomian
Bidang Perekonomian
Koordinasi Koordinasi pelaksanaan
Pelaksanaan sinergitas dan
Sinergitas dan harmonisasi perencanaan
Harmonisasi pembangunan bidang
Perencanaan Sumber Daya Manusia




Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur

Koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan
harmonisasi perencanaan
pembangunan bidang
Infrastrukiur

Koordinasi
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi

Koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan
harmonisasi perencanaan

kebijakan berbasis
hasil riset

Perencanaan pembangunan bidang
Fembangunan Daerah | Kewilayahan
Bidang Kewilayahan
URUSAN PENELITIAN PENGEMBANCGAN
3. ERH?IGRAM RISET | Meningkatnya
INOWVASI pemant:
DAERAH hasil n;a:m
inovasi, dan
HKI dalam
mendukung
penyusunan
kebijakan dan
pembangunan
daerah
Penelifian,
Pengembangan,
Pengkafian, dan
Penerapan
Penyusunan

Pelaksanaan Riset
Unggulan Daerah

Penvusunan Analigis
Indeks Daya Saing Daerah

Penerbitan Jurnal integral

Penyusunan Policy Brief

Koordinasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan penelitian,
pengembangan,
pengkajian, dan
penerapan

Koordinasi Forum
Komunikasi Riset dan
Inovasi

Invensi dan novasi

Fasilitasi dan
pembinaan untuk
peningkatan
perlindungan dan
pemanfaatan
kekayaan intelektual

Koordinasi dan fasilitasi
Hak Kekayaan Intelektual

Fasilitasi dan
Pembinaan untulk
pengembangan
infrastrukiur dasar

Fasilitasi dan Pembinaan
Inovasi

Fasilitasi dan
pembinaan untuk
peningkatan praktik
baik kepada pelaku
inovasi dan
diseminasi hasil Riset




o e e o e e e
dan Inovasi kepada
pelaku inovasi,
Fasilitasi dan
pembinaan untuk Pelaksanaan Kompetisi
apresiasi prestasi Inovasi Perangkat Daerah
Inovasi

Lomba Inovasi Daerah
melalui Innovative
Government Award (IGA)
Pelaksanaan Lomba
Kreativitas Inovasi
Masyarakat (Krenova)

Kabupaten
Pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan, Pengemhbangan Sistem
pengelolaan dan Informasi Untuk Risert,
pemanfaatan sistem Pengembangan Risert dan
i informasi ilmu Inovasi dasrah (Surprise}

pengetahuan dan

teknologi di daerah
Bimbingan teknis dan | Bimbingan teknis dan
supervisi, kerja sama, | supervisi, kerja sama,

serta kemitraan serta kemitraan invensi
invensi dan inovasi dan inovasi
Fasilitasi dan
pembinaan untuk Pengelolaan Kebun Raya
pengelolaan kebun Daerah

l raya daerah

4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan
Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi
nyata melalui pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Daerah yang
selaras dengan Prioritas Nasional 4 Peningkatan fungsi intermediasi
dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta Prioritas Nasional
2 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi.
Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang tidak
hanya berorientasi pada penguatan kapasitas riset dan inovasi, tetapi
juga pada peningkatan pemanfaatannya secara langsung bagi
pembangunan daerah.

Pada Prioritas Nasional 4, Bapperida berperan melalui
kegiatan-kegiatan strategis seperti fasilitasi perlindungan dan
pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan praktik baik kepada
pelaku inovasi, serta diseminasi hasil riset agar lebih aplikatif dan
berdampak. Selain itu, pengelolaan sistem informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi, bimbingan teknis serta kemitraan invensi
dan inovasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung
intermediasi IPTEK di daerah. Melalui aktivitas ini, Bapperida
memperkuat jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan
masyarakat, dunia usaha, serta pemerintahan.

Sementara itu, dalam mendukung Prioritas Nasional 2
tentang Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan
inovasi, Bapperida mengimplementasikan kegiatan yang diarahkan

d



untuk mendorong lahirnya talenta riset unggul di daerah. Bentuk
kegiatan yang dilakukan antara lain fasilitasi perlindungan HKI,
pembinaan inovator daerah, pelaksanaan sistem informasi riset, serta
penyediaan wadah apresiasi prestasi inovasi. Upaya ini diharapkan
tidak hanya menumbuhkan budaya riset dan inovasi, tetapi juga
menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan
berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Dengan dukungan terhadap dua prioritas nasional tersebut,
Bapperida Kabupaten Purworejo memperlihatkan perannya sebagai
penghubung antara arah kebijakan pembangunan nasional dengan
implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sinergi ini memastikan
bahwa riset dan inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi
benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik, meningkatkan daya saing daerah, serta
mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang berkelanjutan
dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat
pada tabel 4.2, Dukungan Bapperida Terhadap Nasional.

Tabel 4.2 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Nasional

N | Prioritas Sogen oo SREREG BRMITNOT | i | Pheie it
0| agional | Prioritas K&gi.aianﬁﬂubwatan;' Baien | Dok
i Utama : pada 2026 :
1 | Prioritas | Peningkatan Program: PROGRAM RISET | Litbang | Bapperida
Nasional | fungsi DAN INOVASI DAERAH
- intermediasi Kegiatan: Invensi dan
dan layanan Inovasi
pemanfaatan Sub Kegiatan
IPTEK dan 1. Fasilitasi dan pembinaan
inovasi untuk peningkatan

perlindungan dan
pemanfaatan kekayaan
intelektual

2. Fasilitasi dan pembinaan
untuk peningkatan
praktik baik kepada
pelaku inovasi dan
diseminasi hasil Riset
dan [novasi kepada
pelaku inovasi.

3. Fasilitasi dan pembinaan
untuk apresiasi prestasi
[novasi

4. Pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan,
pengelolaan dan
pemanfaatan sistem
informasi ilmu
pengetahuan dan
teknologi di daerah




untuk peningkatan
perlindungan dan
pemanfaatan kekayaan
intelektual

Fasilitasi dan pembinaan
untuk peningkatan
praktik baik kepada
pelaku inovasi dan
diseminasi hasil Riset
dan Inovasi kepada
pelaku inovasi.
Fasilitasi dan pembinaan
untuk apresiasi prestasi
Inovasi

Pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan,
pengelolaan dan
pemanfaatan sistem
informasi ilmu
pengetahuan dan
teknologi di daerah

. Bimbingan teknis dan

supervisi, kerja sama,
serta kemitraan invensi
dan inovasi

Fasilitasi dan pembinaan
untuk pengelolaan
kebun raya daerah)

Nesions) | PHorites | Kegiatan/ Sub Kegiatan |y 28 | PICO
5. Bimbingan teknis dan
supervisi, kerja sama,
serta kemitraan invensi
dan inovasi
6. Fasilitasi dan pembinaan
untuk pengelolaan
kebun raya daerah)
Pengembangan | Program: PROGRAM RISET | Litbang | Bapperida
Manajemen DAN INOVASI DAERAH
Talenta Kegiatan: Invensi dan
Nasional (MTN) | [novasi
riset dan Sub Kegiatan
inovasi 1. Fasilitasi dan pembinaan

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki peran penting

dalam mendukung implementasi Program Pitulungan, khususnya
melalui penguatan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi
daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang
terintegrasi dengan program unggulan daerah, yaitu Sejahtera
Wargane dan Rame Pasare, yang secara substansi selaras dengan




semangat Pitulungan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
memperkuat daya saing, serta mendorong tata kelola pemerintahan

yvang lebih baik.

Pada Program Unggulan Sejahtera Wargane, Bapperida
memberikan kontribusi melalui kegiatan pengembangan inovasi dan
kompetensi teknologi informasi bagi ASN serta penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan berbasis riset dan teknologi informasi. Aktivitas
seperti Seleksi Riset Unggulan Daerah, Analisis Indeks Daya Saing
Daerah, Penyusunan Policy Brief, serta Forum Komunikasi Riset dan
Inovasi diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola
pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berbasis data.
Dukungan ini memastikan kebijakan daerah vang dihasilkan lebih
tepat sasaran, berbasis bukti, serta mampu menjawab kebutuhan
masyarakat dengan cepat dan akuntabel.

Sementara itu, melalui Program Unggulan Rame Pasare,
Bapperida mendukung Pitulungan dalam aspek penguatan
ekosistem inovasi dan hilirisasi riset untuk meningkatkan daya saing
ekonomi lokal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Koordinasi Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), Workshop Drafting Paten, Kompetisi
Inovasi Perangkat Daerah, Innovative Government Award (IGA),
hingga Lomba Krenova Kabupaten. Aktivitas ini tidak hanya
memfasilitasi tumbuhnya inovasi di masyarakat, tetapi juga
memberikan apresiasi dan perlindungan hukum bagi hasil riset dan
karya inovatif daerah. Selain itu, program hilirisasi diwujudkan
melalui diseminasi hasil riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan
perguruan tinggi, serta pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai
pusat konservasi, edukasi, dan hilirisasi teknologi tepat guna. Hal ini

dapat dilihat pada tabel 4.3. Dukungan Bapperida Terhadap
Pitulungan.

Tabel 4.3 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap

Pitulungan
No| Promam | Kegatan | A @ | oo | Bidans | Perangiat
Unggulan Unggulan 2026 ; Urusan Daerah
1 | Sejahtera | Pengembangan | Seleksi Riset Seleksi Riset Litbang | Bapperida |
Wargane | inovasi dan Unggulan Unggulan ’
kompetensi Daerah untuk Daerah untuk
teknologi menentulan menentukan
informasi bagl prioritas riset prioritas riset
ASN yang yang
mendukung mendukung |
peningkatan peningkatan i
kapasitas ASN | kapasitas ASN '
Analisis I[ndeks Analisis Indeks | Litbang | Bapperida
Daya Saing Daya Saing
Daerah sebagai | Daerah
bahan sebagai bahan
pengembangan | pengembangan
kompetensi kompetensi
berbasis data. berbasis data.
Penerbitan Penerbitan Lithang | Bapperida
Jurnal Integral Jurnal Integral
sebagai sarana sebagai sarana




o publikasi hasil
riset ASN dan riset ASN dan
kolaborasi kolaborasi
daerah. daerah.
Workshop/Bimt | Workshop/Bi Bapperida
ek tekmologi mitek teknologi
informasi untuk | informasi
ASN dengan untuk ASN
integrasi sistem | dengan
informasi integrasi

. pembangunan. sistem
I informasi
! pembangunan.
; Menyelenggara | Penyusunan Penyusunan Bapperida
| kan tata kelola | Policy Brief Policy Brief
' pemerintahan | berbasis hasil berbasis hasil
| yang baik, riset untuk riset untuk
| pemerintah mendukung mendukung
! yang bersih, pengambilan pengambilan
- berkeadilan, keputusan keputusan
responsif dan Forum Forum
inovatif Komunikasi Komunikasi
berbasis Riset dan Riset dan
teknolog Inovasi sebagai Inovasi sebagai
informasi. wadah wadah
koordinasi antar | koordinasi
pemangku antar
kepentingan pemanghku
kepentingan
Pengembangan Pengembangan Bapperida
Rancang Rancang
Bangun [novasi | Bangun
(Sistem Inovasi (Sistemn
Informasi Rizset, | Informasi
Pengembangan, | Riset,
dan Inovasi Pengembangan
Daerah) untuk , dan Inovasi
mendukung tata | Daerah] untuk
kelola mendukung
pemerintahan tata kelola
digital
Monitoring dan | Monitoring Bapperida
evaluasi riset dan evaluasi
dan inovasi riset dan
untuk menjamin | inovasi untuk
keberlanjutan menjamin
implementasi. keberlanjutan
implementasi.
Dukungan Dukungan Bapperida
layanan sistem | layanan sistem
inovasi daerah inovasi daerah
guna guna
memperkuat memperkuat
data dan data dan
informasi informasi
berbasis iptek. berbasis iptek.
Rame Penguatan Kopordinasi Hak Koordinasi Bapperida
Pasare | kapabilitas Kekayaan Hak Kekayaan
inovasi dan Intelektual (HKI) | Intelektual
riset daerah untuk (HEKI) untuk
yang memperkuat memperkuat




mendukung perlindungan
ekosistemn yvang | inovasi daerah inovasi daerah
berkualitas Workshop Workshop Lithang | Bapperida
Drafting Paten Drafting Paten
(pendampingan | (pendampinga
penyusunan n penyusunan
proposal paten) | proposal
untuk inovator paten) untuk
daerah. inovator
daerah.
Pendaftaran HKI | Pendaftaran Litbang | Bapperida
hasil riset dan HKI hasil riset
inovasi daerah. dan inovasi
daerah.
Fasilitasi dan Fasilitasi dan Litbang | Bapperida
pembinaan pembinaan
inovasi bagi inovasi bagi
pelaku pelaku
masvyarakat, masyarakat,
akademisi, akademisi,
maupun maupun
perangkat peranghkat
daerah. daerah.
Kompetisi Kompetisi Litbang | Bapperida
Inovasi Inovasi
Perangkat Perangkat
Daerah untuk Daerah untuk
mendorong mendorong
budaya inovasi | budaya inovasi
birokrasi. birokrasi. |
Innovative Innovative Litbang | Bapperida |
Government Government
Award (IGA) Award (IGA)
untuk apresiasi | untuk
pemerintah apresiasi
daerah yang pemerintah
inovatif., daerah yang
inovatif,
Lomba Krenova | Lomba Litbang | Bapperida
Kabupaten Krenova
untuk Kabupaten
menjaring untuk
inovasi menjaring
masyarakat dan | inovasi
pelajar. masyarakat
dan pelajar.
Hilirisasi hasil | Diseminasi hasil | Diseminasi Litbang | Bapperida
penelitian/ riset untuk hasil riset
penerapan dimanfaatkan untulk
teknologi tepat | oleh pelaku dimanfaatkan
guna inovasi dan oleh pelaku
masyarakat inovasi dan
: masyarakat
- Kolaborasi Kolaborasi Litbang | Bapperida
dengan dunia dengan dunia
usaha, usaha,
perguruan perguruan
tinggi, dan tinggi, dan
komunitas komunitas
dalam dalam
penerapan penerapan




No | Prosram |  Kegiatan | Aktivitasdi | ... .., [ Bidang | Perangkat
teknologi tepat teknologl tepat
guna. guna.
Pengelolaan Lithang | Bapperida |

Pengelolaan Kebun Raya
Kebun Raya Daerah
Daerah sebagai | sebagai pusat
pusat konservasi,
konservasi, rizet, edukasi,

| riset, edukasi, dan hilirisasi

' dan hilirisasi hasil inovasi |
hasil inovasi berbasis

{ berbasis sumber | sumber daya
daya lokal. lokal.

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Urusan

Penentuan indikator kinerja perangkat daerah dilakukan
dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga setiap
capaian kinerja dapat terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas
pembangunan daerah. Indikator yang digunakan meliputi aspek
perencanaan, akuntabilitas, dan inovasi, yang menjadi tolok ukur
efektivitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
perangkat daerah.

Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan antara lain nilai
SAKIP perangkat daerah dan komponen perencanaan Kkinerja,
kapabilitas inovasi, persentase rekomendasi kebijakan yang
ditindaklanjuti, serta indeks inovasi daerah. Setiap indikator memiliki
satuan dan target tahunan yang jelas untuk periode 2025 hingga
2030, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut kebijakan. Penetapan target kinerja ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kapabilitas inovasi, dan
memastikan bahwa perencanaan serta pelaksanaan program
pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai
oleh Bapperida Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah
sebagaimana Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten

Purworejo
NO. | INDIKATOR | SATUAN TATKHFU TRV KET
: ; 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 ]
] 2 3 4 5 f T 8 9 10
Nilai SAKIP P
1 | Perangkat Angka | 68,6 | 70,5 | 72,9 | 753 | 77.8 | 80,2 J
PD
Daerah
Nilai SAKIP
g | DespoR Angka | 21,56 | 22,07 | 22,58 | 23,08 | 23,50 | 24,10 | TWMEN
perencanaan FD
kinerja .




vo. | momaron | saru [ TARGET TR -
; 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 i
ik 2 3 4 5 6 . 8 9 10
Kapabilitas 3,11 | 3,16 | 321 | 326 | 3,31 3,36 | Tujuan
a Inovasi _ Angica - - PD
| Nilai SAKIP B G

1 | Perangkat Angka | 68,6 | 70,5 | 729 | 753 | 77,8 | 802 |
Daerah
Nilai SAKIP e
Komponen : , ; i Sasaran |

2  ETRERAR Angka | 21,56 | 22,07 | 22,58 | 23,08 | 23,59 | 24,10 | |
kinerja | |
Persentase | | o
Relkomendas | . .

g || Ao % 20 | a5 | 50 | e0 | 70 i | Do
Yang | FD [
Ditindaklanj !
uti R - . : . ' |
Indeks '

4 | Inovasi Indeks | 63,10 | 65,50 | 658 | 66,00 | 66,50 | 66,8 | Sesaran |

PD .
Daerah |

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur
tujuan Bapperida berfokus pada tiga aspek penting, yakni
akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, dan kapabilitas inovasi.
Nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator pertama yang
mencerminkan kinerja keseluruhan dalam perencanaan,
pelaksanaan, serta akuntabilitas program pembangunan. Target
peningkatan dari 68,6 pada tahun 2025 hingga mencapai 80,2 pada
tahun 2030 menunjukkan komitmen Bapperida dalam memperbaiki
tata kelola manajemen kinerja secara bertahap. Upaya pencapaian
indikator ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, penyusunan dokumen perencanaan berbasis bukti, serta
penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya, indikator kedua adalah Nilai SAKIP Komponen
Perencanaan Kinerja vang menilai kualitas integrasi antara rencana
kerja, anggaran, dan capaian kinerja. Peningkatan target dari 21,56
pada 2025 menjadi 24,10 pada 2030 menunjukkan arah perbaikan
yvang konsisten dalam membangun perencanaan vang lebih sinkron
dan realistis. Strategi pencapaian indikator ini ditempuh melalui
perbaikan prosedur penyusunan perencanaan, penyelarasan antara
Renstra, Renja, dan RKPD, serta penerapan sistem informasi
manajemen kinerja yang lebih efektif dan terintegrasi.

Indikator ketiga adalah Kapabilitas Inovasi, vang menilai
kemampuan Bapperida dalam menghasilkan serta memanfaatkan
inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Target
peningkatan dari 63,10 pada 2025 hingga mencapai 70,00 pada
2030 menunjukkan arah penguatan peran Bapperida sebagai
penggerak ekosistem inovasi daerah. Pencapaiannya didukung
melalui penguatan laboratorium inovasi, fasilitasi penelitian dan
pengembangan, penyelenggaraan workshop inovasi, serta perluasan



kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta untuk menghasilkan
solusi kreatif yvang aplikatif.

Sementara itu, dalam kerangka sasaran perangkat daerah,
indikator yang digunakan lebih menekankan pada tindak lanjut
kebijakan dan peningkatan indeks inovasi daerah. Selain tetap
menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP
Komponen Perencanaan Kinerja sebagai acuan, Bapperida juga
menetapkan indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan yang
Ditindaklanjuti. Target indikator ini meningkat signifikan dari 40%
pada 2025 hingga 75% pada 2030, yang mencerminkan efektivitas
riset, kajian, dan evaluasi dalam memengaruhi pengambilan
keputusan. Strateginya ditempuh melalui penyusunan mekanisme
tindak lanjut rekomendasi, rapat koordinasi antar perangkat daerah,
serta monitoring implementasi kebijakan secara berkala. Selain itu,
Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai indikator kunci dengan
target peningkatan damn 63,10 pada 2025 menjadi 66,8 pada 2030.
Pencapaiannya dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber
daya manusia, digitalisasi layanan, penyediaan pendanaan riset
inovatif, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem
inovasi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Bapperida Kabupaten Purworejo

2 —
NO. | INDIKATOR | SATUAN TARGET TAHUN Penanggung | KET.
Jawab
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SO Angka 310 | 311 | 312 | 33 | a4 | aqs | CeemmRumet |,
Inovasi | i dan Inovasi

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida yang tercantum dalam

Tabel 4.5 adalah Kapabilitas Inovasi, yang diukur dalam satuan
angka. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah,
khususnya melalui fungsi riset dan inovasi, mampu mengembangkan
serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan
daerah. Kapabilitas inovasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan
menghasilkan gagasan baru, tetapi juga mencakup proses penerapan,
kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi untuk menjawab
kebutuhan pembangunan.

Target capaian Kapabilitas Inovasi dirumuskan secara
bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada tahun 2025, target
awal ditetapkan sebesar 3,10, kemudian meningkat secara berjenjang
setiap tahun: 3,11 pada 2026, 3,12 pada 2027, 3,13 pada 2028, 3,14
pada 2029, hingga mencapai 3,15 pada tahun 2030. Kenaikan
bertahap ini mencerminkan komitmen Bapperida untuk menjaga
konsistensi peningkatan kapasitas inovasi, meskipun dengan skala
yang terukur dan realistis.



Bidang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian
indikator ini adalah Bidang Riset dan Inovasi, yang memiliki mandat
untuk melaksanakan fasilitasi penelitian, pembinaan inovasi,
perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan
ekosistemm inovasi daerah. Keterlibatan bidang ini menjadi kunci
dalam memastikan inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan
pembangunan daerah.

Keterangan dalam tabel menunjukkan bahwa indikator ini
termasuk dalam kategori Indikator Urusan Pemerintahan (IUP),
sehingga bersifat wajib dan strategis bagi Bapperida. Hal ini
menegaskan bahwa penguatan kapabilitas inovasi merupakan bagian
integral dari tugas kelembagaan dalam mendukung visi pembangunan
daerah yang berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif.
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PENUTUP

Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana  Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah
selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran
Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah
kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka
pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah
secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan
berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun  2025-2045  serta
memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun
2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari
unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi,
sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan
arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub
kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan
dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030
merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan
perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun
2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan,
ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta
indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta proyeksi
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah setiap tahun.



b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen
risiko untuk memastikan perencanaan vang berkualitas,
kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya,
serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara
optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan
keputusan yang cermat dan tegas.

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun
2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan
setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan
mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

a. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta

pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam
proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI
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PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset,
dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai
pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen
ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta
memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka
pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara
sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur
pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, schingga
diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang kemudian
diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program,
kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun
2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga
kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan,
ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator
kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, serta proyeksi kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah setiap tahunnya.

2.2. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-

2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah setiap tahun;

b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko
untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian
pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan
pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan
penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;

c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah wajib
menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.



5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilakukan setiap tahun selama
periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan
mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.

c¢. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap
rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.
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